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¥ KATA PENGANTAR

Denganmengucapkanrasasyukur ke hadirat Tuhan YangMahaEsa, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan Laporan
Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2025. LLID disusun sebagai
laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada publik
oleh PPID Utama Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun 2025. Laporan ini memuat
gambaran umum kebijakan pengelolaan, pelaksanaan, hingga rekomendasi tindak
lanjut pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Provinsi Jawa
Barat.

Hasil Kolaborasi dengan berbagai pihak hingga menghasilkan berbagai inovasi
Pelayanan Informasi Publik, telah mengiringi langkah Kami melaksanakan amanah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat berada diatas nilai rata-
rata nasional serta meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi yang “Informatif”
di Tahun 2025 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang
diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Oleh karena itu,
Kamiberkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan
Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Barat ini
kamisusun. Semogadapat memberikan manfaat bagi Masyarakat pada umumnyadan
khususnya bagi Perangkat Daerah hingga Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
Keterbukaan Informasi Publik untuk mempertahankan Provinsi Jawa Barat yang
Informatif.

Bandung, Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat selaku
PPID Utama Provinsi Jawa Barat,

Ditandatangani secara elekironik oleh: -\'
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
"
a
L}
MAS ADI KOMAR, S.STP., M.Tr.AP.
“ Pambina Tk.l ‘/I
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1. Alur Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa
Informasi

2. Syarat Pengajuan Keberatan

3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi

4. Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat

5. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan
Informasi

6. Dokumentasi Advokasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota

7. Dokumentasi kegiatan menjadi narasumber

8. Dokumentasi kegiatan mengikuti Sosialisasi, Webinar, Bimtek tentang
Keterbukaan Informasi Publik

9. Dokumentasi kegiatan kunjungan kerja terkait PPI

10. Dokumentasi kegiatan menerima kunjungan kerja

11. Dokumentasi Kegiatan Lainnya

12. SOP Pengumuman Informasi Publik

13. SOP Permohonan Informasi Publik

14. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

15. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

16. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

17. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

18. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif

19. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif

20.SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
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Y LATAR BELAKANG

Hak memperoleh informasi merupakan
hak asasi manusia, dan keterbukaan
informasi publik merupakan salah satu
indikator penting dari negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat sehingga melahirkan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Disamping itu, keterbukaan informasi
publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara.

Undang-Undang KIP memiliki peran
untuk mengatur hak dan kewajiban
Badan Publik selaku penguasa informasi
dan pengambil kebijakan dalam
penyelenggaraan negara serta hak
dan kewajiban dalam masyarakat, baik
individu maupun kelompok, sebagai
pelaku pengguna informasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Undang-undang ini memberikan
amanat agar pelayanan informasi
publik dilaksanakan secara cepat, tepat
waktu, ekonomis dan dengan cara yang
sederhana melalui pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di setiap Badan Publik.

Pemerintah Republik Indonesia (RI)
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor61Tahun2010tentangPelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP
tersebut memberikan kepastian hukum
bagi pemerintah dan masyarakat dalam
E'pengelolaan dan akses informasi

6ACE17B6BC

sekaligus mendorong komitmen vyang
kuat antara para pemangku kepentingan
dalam mewujudkan cita-cita Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Terkait dengan komitmen tersebut,
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penguatan kapasitas
kelembagaan PPID di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui

Keputusan Gubernur Nomor 067/
Kep.341-Diskominfo/2024 tentang
Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Barat yang
merupakan penguatan payung hukum
dalam pembagian tugas antara PPID
Utama dan PPID Pelaksana di Provinsi
Jawa Barat.

Jawa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PPID PROVINSI JAWA BARAT

Kebijakan

Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi ﬁ
PPID Provinsi c
Jawa Barat ~ S
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X VISl & MiSI

Visi Jawa Barat 2025-2029 yaitu Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata
dimana penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dibawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk
mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam pelayanan, maupun istimewa
dalam pelaksanaan pembangunan.

Istimewa adalah terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar
Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi
istimewa;

Pendidikan Istimewa;

Kesehatan Istimewa;

Infrastruktur Istimewa;

Ekonomi Masyarakat Istimewa;

Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.

Visi Jabar Istimewa merupakan inti dari orientasi nilai pembangunan Provinsi Jawa
Barat yang kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter, cerdas,
berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-
masing;

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat,
berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa
Kini;

3. Mengurangidisparitas pembangunanutara-selatan dengan mendorongmasuknya
investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional;

4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan
publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip-prinsip
pemerintahan yang bersih (Clean Governance).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
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¥ STRUKTUR ORGANISASI

SesuaiKeputusan GubernurNomor 067/Kep.341-Diskominfo/2024 tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi, pembagian struktur Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang dibentuk untuk mendukung kegiatan dan
kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID terdiri dari
PPID Utama dan PPID Pelaksana. PPID Utama terdiri dari Pembina, Atasan PPID,
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, PPID Pelaksana terdiri dari 3 (tiga)
bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
Informasi.

Dalam menjalankan fungsi teknis, PPID Utama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

3. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi
Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan
Publik;

5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk
dipublikasikan;

7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 (empat belas) Informasi Publik
yang akan dikecualikan;

8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh
publik; dan

10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama
Provinsi Jawa Barat

STRUKTUR ORGANISAS] PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT
Pembina:

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Qubernur Jawa Bara

|

ﬁm Pertimbangan Pelayanan Informass:
1

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sakretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaria Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Asmisten Administrasi Umum Sekretaris Dasrah
Provinsi Jawa Baral.

4. Swaf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Pemenntahan,
Hukum, dan Politik.

5. Stal Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Ekonomi dan
Pembangunan

6 Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan

\ Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat /

I
PPID Utama:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pamerintah Dasrah Provinsi Jawa Barat

|
/B’ad-.u Fangolahan Data dan ('/ Bidang Pelayanan ‘\ ﬁdm; Fasilitasi Fln}‘lhiﬂlﬂ‘\
Senglketa:

Atasan PPID
Sekretaris Daerah

Klaz:filenzi Informasi: Informasi dan

1. Kepals Bidang Perencansan, Dokumentas: 1. Analis Hukum Ahli Madya pads
Pengendalian dan Evalumsi Biro Hukum dan Hak Asam
Pambangunan Dassrah pada Kepala Bidang Informasi Manusa Sekretanat Daerah
Badan Parancanann dan Komunikasi Publik Provinm Jawa Barat
Fembangunan  Dasrah pads Dinas Komunikasi 2. Eepala EBudang  HKetahanan
Provinsi Jaws Barat. dan Infarmatika :-hmwu. Seni, Budaya, Aﬂ

2 Das an  Kemasyarakatan

2. Espala Bidang Pengelolaan ::::,T’::,. Barat - Badan Kesatuan Bangsa dan
Argip Dinamis pads Dinss Pahtik Pemerintah Dasrah
Perpustakaan dan Kearsipan Provins: Jawa Barat.
Dasrah Pamarintah Dasrah

o _in ) WY LN y
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Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Pelaksana Provinsi Jawa Barat

PPID UTAMA:
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Barat

PPID Pelaksana:
Sekretaris di Badan/Dinas Kepala Bagian
Protokoler, persidangan, dan Perundang-
Undangan pada Sekretariat Dewan DPRD
Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro pada
Biro Sckretariat Daerah

T

Bagian Pengolahan Data dan Bagian Pelayanan Informasi Bagian Fasilitasi Penyelesaian
Klasifikasi Infomasi: dan Dokumentasi: Sengketa:
Fungsional Tenaga Analisis
Fungsional Arsiparis Fungsional Kehumasan Hukum
|
Tenaga Teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
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PPID Utama dan PPID Pelaksana mempunyai wewenang untuk mengelola

serta melayani informasi publik secara mandiri. Tetapi tetap saling melakukan
koordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik seperti proses layanan
informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), Uji
konsekuensi penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), penyelesaian
sengketa informasi publik, dan pelaporan lainnya.

Sedangkan tugas dari PPID Pelaksana adalah :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

2. Melaksanakan kebijakan teknis Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan
PPID;

3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik;

4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di
Badan Publik;

5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar
Informasi Publik; dan

7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah
diakses oleh publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,
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MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

“PPID Provinsi Jawa Barat siap memberikan
pelayanan informasi publik secara cepat,
tepat waktu, berbiaya ringan dan cara
sederhana.”

Masyarakat Tahu, Jawa Barat Maju!

‘Sekretarial PPID Provins Jawa Barat
J Tarnansan No. 55, Bandung 40132
Tipe (022 - 2502898 Fa: 022- 250151
Ermail: ppich B jatarprov.go.id

X Maklumat Pelayanan

Selain layanan informasi publik berdasarkan permohonan dari pemohon informasi,
PPID Provinsi Jawa Barat juga memberikan layanan informasi dengan cara
menyampaikan/ mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program
- program, kegiatan, hingga pencapaian pembangunan melalui berbagai akses
informasi dan komunikasi yang dimiliki.

Beberapa akses yang dapat digunakan yaitu:
Website
Portal Jabar: https://jabarprov.go.id/PPID Utama Provinsi Jawa Barat : https://

ppid.jabarprov.go.id/
Perangkat Daerah :https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/ daftar-perangkat-

daerah

Kabupaten/Kota :https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/ daftar-kabupaten-
kota

Media sosial

Humas Jabar : https://www.instagram.com/humas_jabar/

Jabarprov : https://www.instagram.com/jabarprovgoid/ Media sosial di masing-
masing Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota
Media luar ruang

Distribusi informasi/berita (press release) kepada media massa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PPID PROVINSI JAWA BARAT

Program dan
Kegiatan PPID
Utama Provinsi
Jawa Barat

YA
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Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Rapat Koordinasi
Jumlah Kegiatan : 66 Kegiatan

Rapat Koordinasi PPID Utama Provinsi Jawa Barat dengan PPID Pelaksana dari Perangkat Daerah
hingga PPID di Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara berkala. Tujuan
Rakor PPID yaitu untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi mengenai penyelenggaraan pelayanan
informasi PPID untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat.

Selain melaksanakan rapat koordinasi secaraberkala, PPID Utama juga melaksanakan rapat koordinasi
dan rapat kerja sesuai dengan kebutuhan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama memahami bahwa hal tersebut dimaksudkan agar PPID di internal Badan Publik
dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga proses pengelolaan dan pelayanan
informasi publik dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana
sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Rapat Koordinasi dan rapat kerja berkala dan/atau sesuai kebutuhan juga dilaksanakan oleh PPID
Utama Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan BUMD dilingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini sebagai bentuk ajang bertukar pikiran dan kolaborasi secara
berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan informasi yang lebih baik lagi.

Mengadakan Workshop, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi
Jumlah Kegiatan : 26 Kegiatan

PPID Utama Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai
dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Oleh karena itu, untuk
mengakomodir kebutuhan PPID dalam meningkatkan wawasan maupun kecakapan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik, kami telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pemberdayaan sumber
daya manusia seperti workshop, seminar, dan bimbingan teknis yang mengundang para peserta dari
PPID Perangkat Daerah, PPID Kab dan Kota, serta masyarakat dan kaum disabilitas.

Advokasi dan Fasilitasi Sidang Sengketa Perangkat Daerah dan Kab/ Kota
Jumlah Kegiatan : 18 Kegiatan

Advokasi diberikan kepada PPID Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebutuhan
sebagai sarana dalam meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Selain advokasi,
fasilitasi dan pendampingan dalam sidang sengketa Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota juga
dilaksanakan agar tercipta koordinasi yang baik dan penyelesaian sidang bisa berjalan dengan lancar.
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Menjadi Narasumber

Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan

Menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan PPID di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota di
wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menerapkan fungsi pembinaan dan sharing terhadap
berbagai persoalan mengenai pelayanan informasi publik, selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui mekanisme pelayanan informasi publik
serta mendorong terciptanya tata Kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel
di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Melaksanakan kunjungan kerja dan Pembinaan terkait PPID

Jumlah Kegiatan : 71 Kegiatan

Kunjungan kerja merupakan lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung berbagai kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi, biasanya dilaksanakan untuk melakukan studi banding, atau
sharing pengalaman terutama dalam pelayanan informasi publik. Pada tahun 2024, kunjungan
kerja dilaksanakan secara online dan offline. Kunjungan kerja secara offline dilaksanakan kepada
Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota yang masih belum mendapat predikat informatif. Sedangkan
untuk pembinaan secara online ditujukan bagi Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota yang telah
mendapatkan predikat informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Selain melakukan
kunjungan kerja ke beberapa instansi, PPID Utama Provinsi Jawa Barat juga menerima kunjungan
kerja dari berbagai instansi.

Menerima kunjungan kerja terkait PPID

Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan

Menerima kunjungan kerja dari instansi / Provinsi lain dilaksanakan dalam rangka studi banding
pelayanan publik di PPID Provinsi Jawa Barat. Badan Publik yang melaksanakan kunjungan kerja
berasal dari Provinsi, Kabupaten/ Kota lain di Indonesia serta dari Komisi Informasi Pusat. Selama
tahun 2024, Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah untuk studi tiru Badan Publik se-Indonesia yang
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Demo Handling & Audiensi

Jumlah Kegiatan : 0 Kegiatan

Demo Handling dilaksanakan oleh PPID Utama dalam rangka menerima aspirasi kepada Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.
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Kegiatan Instansi Lain

Jumlah Kegiatan : 21 Kegiatan

PPID Utama juga menghadiri berbagai kegiatan instansi lain dalam rangka penguatan kapasitas dan
koordinasi dengan pihak / Badan Publik lain. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka membina hubungan
baik dan ajang sharing mengenai pelaksanaan pelayanan informasi di badan Publik masing—masing.

Berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E-Monev Provinsi Jawa Barat diselenggarakan untuk mengapresiasi Badan Publik di Provinsi Jawa
Barat yang telah melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dengan baik hingga bisa mencapai predikat Badan Publik Informatif. Selain itu,
juga diharapkan dapat memotivasi Badan Publik lainnya untuk dapat terus meningkatkan kualitas
pelayanan informasinya.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan
peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

Kewajiban menyediakan informasi publik;

Kewajiban mengumumkan informasi publik;

Kewajiban menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik;

Kewajiban menjamin hak warga negara untuk mengetahui program kebijakan publik;

Kewajiban menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan keputusan publik.

Oos e

Adapun Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi
Informasi Jawa Barat kepada Perangkat Daerah, Kabupaten, Kota, dan Badan Publik lainnya di Jawa
Barat, dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Peserta Monev Tahun 2025 yaitu 133 Badan Publik dengan rincian sebagai berikut: 27 Pemerintah
Kota/Kabupaten, 40 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, 23 Instansi Vertikal, 34
Badan Usaha Milik Daerah, dan 9 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tingkat partisipasi
Badan Publik mengikuti Monev Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik sebesar 93%;

b. Pada Kabupaten/Kota, Kategori “Informatif” sebanyak 19 Badan Publik dan Tidak Ada lagi Kota
maupun Kabupaten yang Berada di Kategori “Tidak Informatif.”;

c. Pada Perangkat Daerah, Kategori “Informatif” sebanyak 24 Badan Publik;

d. Biro pada Sekretariat Daerah 5 diantaranya telah menduduki Kategori “Informatif”.
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Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih
predikat informatif adalah:

No. Badan Publik

Pemerintah Kabupaten Karawang
Pemerintah Kabupaten Sumedang
Pemerintah Kabupaten Bandung
Pemerintah Kota Bekasi
Pemerintah Kota Bandung
Pemerintah Kota Depok
Pemerintah Kota Bogor
Pemerintah Kota Cimahi
Pemerintah Kota Banjar

10. Pemerintah Kabupaten Pangandaran
1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
12.  Pemerintah Kota Cirebon

13. Pemerintah Kabupaten Kuningan
14. Pemerintah Kabupaten Bekasi

15.  Pemerintah Kabupaten Ciamis

16. Pemerintah Kota Sukabumi

17.  Pemerintah Kabupaten Subang

18. Pemerintah Kabupaten Majalengka
19. Pemerintah Kabupaten Cirebon

©e N s NS

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih
predikat menuju informatif adalah:

No. Badan Publik

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih
predikat cukup informatif adalah:

No. Badan Publik

Pemerintah Kota Tasikmalaya
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Pemerintah Kabupaten Garut
Pemerintah Kabupaten Bogor
Pemerintah Kabupaten Cianjur
Pemerintah Kabupaten Indramayu

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih
predikat kurang informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yang meraih predikat informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Badan Pendapatan Daerah

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Dinas Komunikasi dan Informatika

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

7. Inspektorat Daerah

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

9. Dinas Sumber Daya Air

10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

11. Dinas Pendidikan

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Perkebunan

14. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

15. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

16. Badan Kepegawaian Daerah

17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

18. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

19. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

21. Dinas Perumahan dan Permukiman

22. Dinas Pemuda dan Olahraga

23. Dinas Perhubungan

24. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yang meraih predikat menuju informatif adalah:

No. Badan Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
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Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yang meraih predikat cukup informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2. Dinas Kehutanan

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

5. Badan Penghubung

6. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

7. Dinas Lingkungan Hidup

8. Dinas Sosial

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yang meraih predikat kurang informatif adalah:

\| Badan Publik

|

1. Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat

2. Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah

3. Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yang meraih predikat tidak informatif adalah:

\| Badan Publik

|

Dinas Kelautan dan Perikanan

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Kesehatan

>wn s

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang meraih predikat informatif adalah:

\| Badan Publik

|

1 Biro Umum

2. Biro Organisasi

3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi

5. 5. Biro Administrasi Pimpinan
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Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang meraih predikat cukup informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Biro Perekonomian
2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang meraih predikat kurang informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat
kurang informatif adalah:

Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang meraih predikat tidak informatif adalah:

No. Badan Publik

1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
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Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 diatas rata-rata nasional

SKOR IKIF 34 PROVINSI

5:3532’,5.53_'#3 =
22228888 euus s SRR
I|||||||| =|3¥E;‘=EEIIIII
BEI3g3E ‘-‘“ FEYiEYI§UEfEEE 533584
SH AL REE AR R §;§§§§3p;§§
z = g

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 berada
diatas rata-rata nasional dengan skor 73,93 poin. Hal ini menggambarkan komitmen
ketaatan badan publik di Jabar dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana
diatur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Grafik perbandingan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
menunjukan skor 66,43 poin atau berada pada urutan ke-22 dari 35 entitas
pengukuran. National Assessment Council (NAC) merupakan forum pengolahan
dan penilaian KIP, yang juga bisa disebut sebagai soft launching atas hasil IKIP
2025. Hadir dalam NAC para informan ahli nasional, tim ahli IKIP, perwakilan Komisi
Informasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari 34 provinsi serta
stakeholders komunikasi publik lainnya.
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Indikator 2.
AKSES ATAS INFORMASI DAN DISEMINASI INFORMASI BADAN PUBLIK
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Jawa Barat menjadi provinsi dengan capaian tertinggi untuk Indikator Akses atas
Informasi dan Diseminasi Informasi yaitu Jawa Barat (74,80), disusul Jawa Tengah
(74,47), Kalimantan Barat (74,32), dan Bali (73,37). Hal tersebut menunjukkan
konsisten dalam hal kemudahan akses, ketepatan waktu penyampaian informasi,
dan aktivitas badan publik dalam mendiseminasikan data kepada masyarakat.
Keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas sistem Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan adopsi teknologi digital yang mendukung
transparansi pemerintahan daerah.
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KALTENG _ 70.33

Mempertahankan Predikat Informatif Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2025

Provinsi Jawa Barat berhasil meraih peringkat ke-3 Pemerintah Provinsi Kategori
Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik,
dengan nilai 98.17. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dari peringkat
ke-8 yang diperoleh Jabar pada tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut tidak
lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain komitmen pimpinan,
keberhasilan tersebut berkat kolaborasi dan kerja sama yang terjalin dengan
perangkat daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Komisi Informasi
Jabar.
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Meraih Dua
Penghargaan Anugerah
HUMAS INDONESIA
(AHI) 2024

Pada tanggal 10 Oktober 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Barat meraih dua penghargaan pada Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2024
yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia di Hotel Pullman, Bandung Jawa
Barat.

Penghargaan yang diterima Jabar dalam AMH 2024 yakni nominasi kategori
penerbitan majalah internal, terbaik kedua pada Kategori Website di kelompok
pemda provinsi/kabupaten/kota. Kemudian terbaik ketiga kategori Media Audio
Visual di kelompok pemda provinsi/kabupaten/kota.

Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk hasil implementasi kewa- jiban
badan publik dalam UU Nomor 14 tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penghargaan AMH 2024 sendiri dibagi dalam enam kategori yakni Media Sosial,
Kampanye Komunikasi Publik, Penerbitan Media Internal, Siaran Pers Media Online,
Website, dan Media Audio Visual. AMH 2024 menerima 162 karya yang dinilai oleh
para juri, dan akhirnya 54 karya terbaik dari berbagai kategori.

Ajang kompetisi kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi lembaga publik ini
diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri,
BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum (BLU) se-Indonesia.
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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PPID PROVINSI JAWA BARAT

INOVASI DALAM
PERLUASAN AKSES
INFORMASI PUBLIK
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X BEWARA JAWA BARAT (BEJA)

BEJAatauBewaraJdawaBaratadalahsebuahprogramtalkshowyangdipersembahkan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Program ini hadir sebagai media
komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, dengan menyajikan
berbagai topik penting seputar kebijakan, pembangunan, serta isu-isu yang sedang
berkembang di Jawa Barat. BEJA bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang
lebih dekat, interaktif, dan informatif antara pemerintah dan publik.

Fungsi BEJA adalah sebagai platform untuk menyampaikan informasi resmi
pemerintah secaramudahdicernaoleh masyarakatluas. Programinimenggabungkan
wawancara dengan pejabat pemerintahan, ahli, praktisi, serta masyarakat untuk
memberikan perspektif yang beragam mengenai topik-topik yang relevan. Selain
itu, BEJA juga berfungsi untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya,
memberikan masukan, serta berdiskusi mengenaiisu-isu yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari mereka.

Hari Pangan Sedunia Ke-44
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X DESA DIGITAL

Desa digital adalah program pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi
internet dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat desa. Program Desa Digital
bertujuan untuk membantu desa-desa di Jawa Barat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat desa dengan menerapkan teknologi digital secara mandiri ke dalam
mata pencaharian mereka.

Program ini berupaya memastikan semua desa di Jawa Barat terkoneksi dengan
internet sehingga warga dapat berkomunikasi dan mengakses informasi yang
tersedia dengan nyaman. Program ini juga membantu warga desa untuk mengem-
bangkan literasi digitalnya untuk mendapatkan kapasitas yang mumpuni dalam
memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan internet untuk memperluas akses
informasi yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,
termasuk meningkatkan aspek pengelolaan lingkungan, ekonomi, pendidikan,
peluang inovasi, dan stabilitas sosial.

Demi mewujudkan kemandirian desa di Jawa Barat, program Desa Digital mengajak
akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat khususnya di pedesaan
untuk turut berkontribusi dalam proses pembangunan infrastruktur, pemanfaatan
Internet of Things (IoT), dan berpartisipasi dalam pelatihan literasi digital. Mengusung
konsep pentahelix, kini 2205 desa di Jawa Barat telah menjadi penerima manfaat

o I__.n mitra telah terhubung untuk berinovasi bersama.
AR Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
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& sapawarga

Satu Aplikasi Untuk
Beragam Kebutuhan
Warga Jawa Barat

Jadi #LebihPraktis, urus layanan publik, tinggal
klik

X SAPA WARGA

Dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan dan pemerataan informasi untuk
wargi Jawa Barat, sejak 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan
aplikasi Sapawarga sebagai portal layanan secara digital. Aplikasi ini hadir
memudahkan komunikasi antar warga dan pemerintah. Lewat Sapawarga, warga
dapat mengakses ragam layanan publik, mendapatkan informasi aktual, serta
menyampaikan aspirasi dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.

Adapun misi pengembangan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah penyampaian
aspirasi berupa saran, keluhan, dan ide dari masyarakat kepada institusi yang tepat
secara responsif; penyampaian berita dan informasi layanan program pemerintah,
hingga info kedaruratan teraktual bagi masyarakat; serta mengefisiensikan dan
memperluas akses layanan publik.

I

—p

£
O e Jabar Super Apps s
sebagai platform yang
memberikan
kemudahan bagi
A masyarakat untuk
- mendapatkan
€ - informasi, layanan Ehearh E

serta menyampaikan
aspirasi
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X EKOSISTEM DATA JABAR
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Ekosistem Data Jabar merupakan portalterintegrasiuntuk pengelolaan, keterbukaan,
dan kemudahan akses data yang berkualitas dan mutakhir bagi warga dan pemerintah
Jawa Barat. Di sini, warga dan pemerintah Jawa Barat juga bisa berkolaborasi dalam
program layanan data yang berkelanjutan. Ekosistem Data Jabar terdiri dari ragam
produk dan portal utama, meliputi: Satu Data, Open Data, Satu Peta dan Core Data
yang saling terhubung sebagai ekosistem data di Jawa Barat. Data yang disediakan
terstandar, akurat, dan diupdate secara berkala. Adapun Fitur terbaru dari Ekosistem
Data Jabar yaitu Dashboard Jabar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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X JABAR SABER HOAKS

Masyarakat Jawa Barat pada khususnya perlu peningkatan literasi digital,
kemampuan kritis menerima dan menyebarkan informasi serta kesadaran akan
keberadaan hoaks. Pemerintah Daerah Jawa Barat secara aktif hadir memberikan
pendidikan penggunaan media sosial yang bijak dan layanan yang mengklarifikasi
dan melakukan pengecekan fakta atas isu dan informasi yang beredar di masyarakat.

Tim Jabar Sapu Bersih Hoaks (JABAR SABER HOAKS) memiliki tugas melaksanakan
urusan pemberantasaninformasikeliru (hoaks) secara efektif dan efisien, khususnya
hoaks yang beredar di wilayah Jawa Barat dan/atau hoaks yang terkait dengan Jawa
Barat. Adapun fungsi dari tim Jabar Saber Hoaks adalah pelaksanaan pemantauan
berkala terhadap ragam topik/isu populer di masyarakat (ruang publik), layanan
klarifikasi terhadap setiap aduan atau laporan dari masyarakat atas suatu informasi
yang diragukan kebenarannya, diseminasi klarifikasi atas suatu informasi keliru pada
kanal-kanal resmi organisasi, dan pelaksanaan edukasi literasi digital secara berkala
kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan secara online maupun offline.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,
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Y IKP TALKS

IKP Talks merupakan Langkah dalam meningkatkan kerja sama strategis di bidang
komunikasi antar Humas di Jawa Barat. Kemudian fungsi lainnya adalah melakukan
manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif dan
efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui berbagai
sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra serta reputasi yang positif
bagi instansi pemerintah, selain itu IKP Talks juga menjadi wadah komunikasi antar
pranata humas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun 2025, IKP Talks bertema “Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas”
pun dilaksanakan dengan mengundang para penyandang disabilitas dan beragam
komunitas disabilitas yang diadakan secara hybrid. Acara tersebut merupakan
rangkaian dalam peringatan Hari Disabilitas Tingkat Provinsi Jawa Barat dan
disambut meriah oleh komunitas disabilitas sebagai bentuk komitmen Provinsi
Jawa Barat dalam memberikan hak pelayanan informasi yang sama kepada kaum
disabilitas.

podcast Juara Ngantﬂ‘k
(Ngobrolin Teknologi)
Koordinasi Kominfo Se-Jabar
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X PODCAST

Podcast Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebuah program keterbukaan
informasi publik yang dikelola oleh pemerintah provinsi untuk menyampaikan
informasi terkini, kebijakan publik, serta program-program pembangunan yang
sedang berlangsung di Jawa Barat. Podcast ini bertujuan untuk membangun
komunikasi yang lebih langsung, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas,
baik warga Jawa Barat maupun pendengar dari luar daerah.

Fungsiutamadari podcast iniadalah untuk menyebarkan informasi secaraefisien dan
menjangkau audiens yang lebih luas. Podcast dapat diakses kapan saja dan di mana
saja, memberikan fleksibilitas bagi pendengar untuk mendapatkan informasi terkait
pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, budaya, hingga perkembangan
sosial ekonomi di Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,
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Gambaran Umum dan Rekapitulasi
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik

Sarana dan Prasarana
PPID




Pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi Jawa Barat telah dilengkapi dan
didukung oleh adanya fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan guna melayani
pemohon Informasi Publik.

Fasilitas

Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik yang terdiri dari :

e Kursi dan meja tamu

e Kursi dan meja layanan informasi bagi petugas

e 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
e 1 (satu) unit telepon

e 1 (satu) unit printer

¢ 1 (satu) unit lemari penyimpanan arsip

¢ 1 (satu) unit papan informasi elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6ACE17B6BC
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X WEBSITE RESMI PPID PROVINSI JAWA BARAT

Website resmi PPID Provinsi JawaBarat yang dapat diakses oleh mas- yarakat melalui
link https://ppid.jabarprov.go.id/ . Masyarakat dapat mengisi form permohonan
informasi yang telah tersedia di dalam website. Selain itu, terdapat menu Informasi
Publik yang didalamnya tercantum informasi berkala, informasi serta merta,
informasi, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, daftar informasi publik online
dan daftar informasi dikecualikan.

Terdapat standar layanan yang berisi mulai dari alur layanan informasi publik,
tata cara pemohonan informasi public, form permohonan informasi publik, tata
cara pengajuan keberatan, tata cara penyelesaian sengketa informasi, tata cara
pengaduan penyalahgunaan wewenang, SOP PPID, Pedoman Umum Pelayanan
Informasi Publik, Maklumat pelayanan, waktu dan biaya pelayanan.

PPID Provinsi Jawa Barat

siap memberikan informasi publik secara,
i waktu, berbiaya ringan, dan
Car na

Maklumat Pelayanan informasi Publik

okumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan ole g
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan




 APLIKASI PELAYANAN INFORMASI

Aplikasi Pelayanan Informasi berbasis Mobile Apps telah tersedia bagi masyarakat
dengan cara mengunduh aplikasi PPID Provinsi Jawa Barat pada Play Store (android

).

FPID Provinsl Jawa Barat| =

FERMOHOMAN INFORMASI
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X LAYANAN PERMOHONAN KHUSUS DIFABEL

PPID Provinsi Jawa Barat menyediakan layanan permohonan informasi khususbagi
pemohon penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas khusus yaitu :

Formulir Brailee; Simbol bahasa isyarat; Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas
(parkiran khusus disabilitas, kamar mandi, ruang tunggu disabilitas, guiding block,
parkiran khusus untuk disabilitas, dan lain-lain).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,
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 INOVASI: PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI
RAMAH DISABILITAS

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Undang-Un- dang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa para
penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi. Hal ini
diperkuat dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik yang semakin menegaskan bahwa Badan Publik memiliki
kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat
termasuk para penyandang disabilitas tanpa membeda-bedakan.

Dengan adanya pemahaman yang sama oleh seluruh Badan Publik secara langsung
akan mendukung kualitas dari pelayanan informasi dan pengelolaan aduan yang
berkelanjutan daninklusif, sehinggadapat memenuhihak parapenyandangdisabilitas
untuk memperoleh informasi secara maksimal.
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X PELIBATAN UNSUR MASYARAKAT

Dalam membuat kebijakan terkait keterbukaan informasi publik, Pemerintah
Provinsi Jawa Barat mengundang unsur masyarakat untuk duduk bersama dan
berdiskusi terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Pelibatan
masyarakat tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan informasi
publik di Provinsi Jawa Barat.

4

A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
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Gambaran Umum dan Rekapitulasi
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik

Sumber Daya
Pengelola PPID




Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat berada pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Barat, dalam Jabatan Struktural Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).
Sumber daya manusia yang dimiliki terampil sesuai kualifikasinya dalam tabel berikut:

JABATAN

PENDIDIKAN JUMLAH

KepalaD inas

1  Komunikasi dan -- -1 1
Informatika

2 KepalaB idang IKP- -- 1- 1
Pranata Humas

3 Anli Pertama h 2 -2

4 PengelolaW ebsite -- 1- -1

5 Pengelolal nformasi -- 2- -2
Publik

Jumlah -- 51 17

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Pranata Humas Ahli Pertama

Pengelola Website
Pengelola Informasi Publik

: Mas Adi Komar, S.STP., M.Tr.A.P.
: Nidar Nadrotan Naim Sujana, ST., MT
: Yulia Susanti, S.I.Kom

Nur Aeni, S.lkom.

: Nurhayat Ali Hanifa, S.T
: Widiawati S.Pd.

Sahidah Domahti, S.lkom.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Gambaran Umum dan Rekapitulasi
Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik

Alokasi Anggaran dan
Rekapitulasi Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi Publik

Dokumen ini telah dltandatanganl secara elektromk menggunakan sertifi fterbi Balai-B
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asll dapat d|pero|eh dengan memlndal QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
T https.//3|siebar.Jabarprov.go.|d/v/6ACE17BGBC
6ACE17BGBC 4 S —




 ALOKASI ANGGARAN PPID

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen dalam mengimplementasikan
Keterbukaan Informasi Publik melalui penyediaan layanan informasi publik yang
optimal. Komitmen tersebut terwujud dalam alokasi anggaran untuk kegiatan PPID
Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi
Publik sejumlah Rp 248.910.736,00,-. Seluruh anggaran tersebut dialokasikan untuk
menunjang kegiatan pengelolaan dan penguatan PPID agar dapat terselenggara
dengan baik. Kegiatan yang telah terlaksana tersebut sesuai dengan rencana kerja
tahunan yang disusun mulai dari pelaksanaan Bimbingan Teknis, peningkatan
sarana dan prasarana IT, Honorarium, koordinasi dan kolaborasi hingga penguatan
kelembagaan.

X REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan
sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan melalui
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 369/HK.02/Diskominfo tanggal 14 Januari
2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017. Sedikitnya terdapat 9 (sembilan)
SOP yang disusun oleh PPID Utama, yaitu:

1. SOP Pengumuman Informasi Publik;

2. SOP Permohonan Informasi Publik;

3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;

4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi PUblik (DIP);
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

6. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik;

7. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif;

8. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif;

9. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,
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PPID Provinsi Jawa Barat melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja
mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga
pukul 13.00 pada Hari Senin-Kamis dan pukul 11.00 hingga pukul 13.00 pada Hari
Jumat. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 10 (sepuluh) hari
kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

Berdasarkan rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, terdapat 180 (seratus delapan puluh) permohonan
informasi publik yang terdaftar. Tahun 2025 ini, seluruh permohonan informasi publik
pada PPID Utama ditanggapi dengan baik, dengan pemohon informasi sebagian
besarnya merupakan kategori individu.

Dalam pemenuhan dokumen, tidak seluruh pemohon informasi mendapatkan
dokumen yang dimohonkan. Beberapa dokumen informasi yang dimohon tidak
berada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Karena hal
tersebut pula, sebagian pemohon merasatidak puas sehinggamengajukan keberatan
walaupun pada akhirnya tetap ditanggapi bahwa dokumen informasi yang dimohon
tidak dikuasai dan mengarahkan untuk memohon kepada Badan Publik terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID Utama Provinsi Jawa
Barat Tahun 2025

S 2y A

1 Januari
2 Februari 6 4 2 0
3 Maret 9 8 1 0
4 April 8 7 1 0
5 Mei 13 11 1 1
6 Juni 23 23 0 0
7 Juli 16 15 1 0
8 Agustus 16 11 5 0
9 September 16 15 1 0
10 Oktober 17 14 3 0
11 November 19 18 1 0
12 Desember 24 23 1 0
Jumlah 180 159 20 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,
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Adapun rekapitulasil ayanan permohonan informasi publik kepada PPID ProvinsiJ awa
Barat, baik PPIDU tama maupun PPIDP elaksana adalah sebagaimana tertuang dalamt abel
berikuti ni :

Laporan Permohonan Informasi PPID Pelaksana Provinsl Jawa Barat Tahun 2028
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Laporan Permohonan informasi PPID Pelaksana Provinsl Jawa Barat Tahun 2025

Dinas Tanaman Pamgan dan
A5 | Holtikullura Provinsi Jawa a 0 a 0 0
Baral

Dinas Tenaga Kerja dan
38 | Transmigrasi Provinsi Jawa 23 2 21 2 K]
Baral

Bire Administrasi Pimpiman
A7 | Sakratariad Daarah Provins 1] 0 a o 0
Jawa Barat

Birc Badan Lsaha Milik
Daerah, Investasi, dan
38 | Administrasl Pambangunan [i] 0 i} 0 0
Sakrelarial Daarah Provinsd
Jawa Baral

Bire Hukum dan Hak Asasi
38 | Manusia Sekrelariat Dasrah 28 4 268 o 0
Provinsi Jawa Baral

Bire Kesajahieraan Rakyal

40 | Sakretarial Daerah Provins a 10 2 1 [i]
Jawa Baral
4 Bires Organtsasl Sekrelarat 0 f 0 b B

Daerah Provins! Jawa Baral
Bire Pemasiniahan dan

42 | Dlonomd Dasrab Sekretarnal 4] 4] o 0 4]
Dgarah Proving Jawa Baral
Biro Pengadaan Barang dan
43 | Jasa Sekretariat Dasrah ] Q ] 1] Q
Pravinsi Jawa Baral

Bire Parekonamian
d4 | Sokrataral Daarah Frovinsd (1] 4] 4] 1] (4]
Jawa Baral

Biro Limum Sekrolarial
Daarah Provinsi Jawa Baral
46 Saluan Polisl Pamong Praja 0 0 a o o
Frovinsi Jawa Barat
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Darit otal 46 PerangkatD aerah, sebanyak 16 PerangkatD aeraht elah mengirimkan
laporanl ayanan informasi publik.J umlahP ermohonan InformasiP ublikT ahun 2025 yaitu
sebanyak 2,455 permohonan, denganr incian 2.386 Informasi diberikan seluruhnya,1 3
informasi diberikan Sebagian dan 56 informasi ditolak dengan alasan informasi tidak
dikuasai/bukan kewenangan sertap emohon tidak melengkapip ersyaratan permohonan.
Rata-rataJ awaban Permohonan Informasi yaitu 2,5 harik erja.A pabila digabungkan
denganp ermohonani nformasi denganP PID Utama,p ermohonan informasi total
berjumlah2 .635 dengan ratasm enjawabs elama2 ,5 hari kerja.
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X SURVEI KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2025 PPID Provinsi Jawa Barat mengadakan survei kepuasan kepada
Masyarakat yang telah mengunjungi website dan atau telah mendapatkan layanan
informasi publik. Hasil survei menunjukan 72% merasa sangat puas dan 10% puas
dengan layanan informasi PPID Utama Provinsi Jawa Barat. Adapun 3% responden
menilai Biasa Saja, Kurang Puas dan Tidak Puas. Kesimpulannya, sebagian besar

sangat puas terhadap layanan informasi publik yang telah diberikan oleh PPID Utama
Provinsi Jawa Barat.

@ Sangat Puas
Puas
@ Tidak Puas

@ Kurang Puas
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Berbagai capaian yang diraih pada tahun 2025 mulai dari nilai Indeks Keterbukaan
Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat diatas rata-rata nasional, Badan publik dengan
predikat Informatif padaMonev KIP, dan berbagai penghargaan PPID dalam Anugerah
Humas Indonesia pada tahun 2024, serta peningkatan Badan Publik Provinsi
Jawa Barat yang informatif dalam Monev Kl Jabar merupakan hasil dari komitmen
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan keterbukaan informasi
publik.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi
publik masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam perjalanannya, pelayanan
informasi kepada publik sering terhambat disebabkan oleh belum maksimalnya
pengelolaan informasi publik di masing-masing Badan Publik baik PPID Perangkat
Daerah, Kabupaten/Kota maupun BUMD. Hal tersebut tercermin dalam proses
pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan proses penyusunan usulan Daftar
Informasi yang Dikecualikan (DIK) dari masing-masing Perangkat Daerah.

PPID pada Perangkat Daerah belum secara utuh memahami bagaimana memilah
jenisinformasiyangdikuasai dalam penyusunan DIP, sertamelakukan Uji Konsekuensi
agar adanya penetapan usulan DIK yang benar-benar berkualitas. Selain itu, kami
menemukan bahwa sebagian PPID pada Perangkat Daerah masih belum memahami
bagaimana menyikapi permohonan informasi dari individu/kelompok masyarakat
yang mengaku mewakili Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Media/
Pers. Tidak jarang para pemohon informasi meminta dokumen informasi dengan
tujuan yang tidak jelas.

PPID sering kebingungan untuk menyikapi permohonan informasi karena khawatir
dengan kredibilitas pemohon, baik dalam hal pribadi pemohonnya, Organisasi
Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Pers yang diwakilinya, maupun tujuan
permohonan dan penggunaan informasi publiknya. Hal-hal lain yang menjadi
hambatan kami diantaranya adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Koordinasi PPID Utamadan PPID Pelaksana perluterus dioptimalkan, sehingga
penyusunan DIP, penetapan DIK, dan pelayanan permohonan informasi dapat
berjalan sesuai standar dan tidak sering mengalami keterlambatan.

2. Keterbatasan SDM serta beban tugas rangkap, khususnya minimnya Pejabat
Fungsional (Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Arsiparis), berdampak pada
kurang maksimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

3. Rotasi/mutasi jabatan tanpa transfer of knowledge menyebabkan rendahnya
pemahaman pejabat baru terhadap tugas PPID dan mengganggu kesinambungan
pelaksanaan program.

4. Fasilitas layanan ramah disabilitas pada PPID Pelaksana masih terbatas
sehingga akses informasi belum sepenuhnya inklusif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Keputusan Gubernur nomor: 369/HK.02/DISKOMINFO tanggal 14
Januari 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan
dapat mendorong PPID pada Perangkat Daerah untuk menunjuk PPID
di setiap Unit/Balai/Cabang Dinas pada Perangkat Daerah. Penunjukkan
PPID pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung di daerah
dimaksudkan agar proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di
seluruh unit kerja dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya
ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan
informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Berdasarkantantangan dan hambatantersebut diatas, kamimerumuskan
sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1.  Memperkuat koordinasi antara PPID Utamadan PPID Pelaksana melaluiforum
komunikasi dan pertemuan berkala, tidak hanya sebagai sarana silaturahmi,
tetapijuga untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah,
BUMD, serta PPID Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat.

2. Menambah dan menata kebutuhan SDM PPID guna mengurangi beban tugas
rangkap, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPID dapat berjalan
lebih fokus, efektif, dan profesional.

3. Menerapkan mekanisme transfer of knowledge yang terstruktur dalam setiap
rotasi atau pergantian pejabat, guna memastikan kesinambungan program serta
menjaga kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas di bidang keterbukaan
informasi publik.

4. Meningkatkansaranadanprasaranalayananinformasiyangramahdisabilitas
pada PPID Pelaksana, sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan informasi
publik yang inklusif, setara, dan berkeadilan.

X PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat tahun 2025 ini kami susun. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi
bagi kami di tahun yang akan datang untuk terus berinovasi meningkatkan Pelayanan
Informasi dan terus meningkatkan pelayanan informasi publik, mempertahankan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Informatif untuk menuju Jabar Istimewa.

Bandung, Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat selaku
PPID Utama Provinsi Jawa Barat,

Ditandatangani secara elekironik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MAS ADI KOMAR, 5.5TP., M.Tr.ALP.
Pembina Tkl

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,
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¢ Alur Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian
Sengketa Informasi

™

Wargi datang membawa Permohonan Informasi
berkas persyaratan ‘ 1 diproses salama 7-10 hari 3
Permohonan informasi " era .
PROCESS
Di meja informasi, mengisi
formulir permohonan Wargi I:uas dengan informasi i
informasi. Jika berkas dipercleh, maka prosesnya se al' I4
dinyatakan lengkap, akan | 2 L
mendapatkan Momor ']

?El‘j'ﬂi?l Ig;an Ddhan Tanda
anma Farmononan m

Jika belum puas...

Kembali ke meja informasi untuk oty e bl -
mengajukan keberatan dengan
mengisi Formulic Keberatan. [ 1_ ﬁ
Ingat, batas waktu 30 har kerja
ﬁ setelah penerimaan informasi ya.

Pengajuan kebaratan diprosas | 2
maksimal dalarm 30 hari kerja. -

PROCESS
Pengajuan Sengketa Informasi ke
Komisi Informasi dapat wargi 5
Atasan PPID akan menanggapl lakukan. o 5 5_
keberatan nformasi yang wargi 3 Maksirna 14 hari keria sefak giterrmanya  ©
ajukan setelah proses selesal, - tanggapan dan atasan PPID

)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
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¢ Syarat Pengajuan Keberatan

Ada syaratyang harus diperhatikan
sebelum mengajukan keberatan!

Apabila ditemukan alasan berikut ini:

Permohonan informasiditolak
1_ berdasarkan alasan

5 Permintaan informasi
pengecualian informasi publik =

tudak dipenubi

2 Informasi berkala 6 Biaya yang dikenakan
- tidak disediakan - tidak wajar

Informasi yang disampaikan

Permintaan informasi it
: a E ? melebihi jangka waktu yang
3- tidak ditanggapi - et

Permintaan informasi
4 ditanggapi tidak
- " H
sebagaimana yang diminta

Formulir Keberatan Informasi dapat diunduh di laman

ppid.jabarprov.go.id

Penanggung Jawab Permohonan Pengajuan Keberatan Informasi:
Petugas PPID Provinsi Jawa Barat
(022) 2502898 / 081388221055

Diskominfo Provinsi Jawa Barat
JI. Taman Sari No. 55 Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

Lopo TSRS A5 o maiegy =~ > peegiesete




¢ Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa
ke Komisi Informasi

H@« Q Juboh?"@'hj

TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA KE KOMISI
INFORMASI

oceian Sekta
iﬁa-nnsi&oam'l'q'his

mummmmmmw

melampirkan;bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik

_ dan tanda terimanya;
zmmmmmmmm

terimanya (jika ada);
amwmmmmmmmm
axmmwmmmmmwm

ada);
ammmm&m“mm

Penanggung Jawab Penyelesaian Sengkata
Informasi

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
No tip | 1022) 273511858

J Turangga Nomor 25, Lir. Sel. Kec.
Lengkong Kota Bandung

siot ol
¥ Ladad

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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X DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PPID PROVINSI JAWA BARAT

Rapat Koordinasi bersama Diskominfo
Kab. Cirebon mengenai Pelaksanaan
Pemilihan Anggota Komisi Informasi
Daerah

(Diskominfo Jabar, 21 Januari 2025).

Rapat Koordinasi bersama Diskominfo
Kota Cirebon mengenai Pelaksanaan
Pemilihan Anggota Komisi Informasi
Daerah

(Diskominfo Jabar, 24 Januari 2025).

8 =
[ m ]
Rapat Koordinasi PPID
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025 .
i "‘l Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa
: Barat Tahun 2025
ki, nmEmen. 1 (Via Zoom Meeting, 14 Februari 2025).

-~

« () zoom

Koordinasi PPID Utama, Disdik Jabar
dan Komisi Informasi Jabar mengenai
Pertimbangan Dasar Hukum/Surat Kuasa
Penyelesaian Sengketa Informasi KCD
dan Sekolah di Lingkungan Disdik Jabar
(Kl Jabar, 3 Februari 2025).

Forum Perangkat Daerah
dan Kabupaten/sots so-Jaws Marat

o Tl s T e Rapat Koordinasi PPID Provinsi
e & Jawa Barat Tahun 2025
(Via Zoom Meeting, 14 Februari 2025).

a elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertlflka5| Elektronlk (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Koordinasi PPID Utama dengan Biro
PBJ dan BPKAD mengenai Persiapan
Sidang Sengketa Informasi

(Zoom Meeting, 5 Maret 2025).

e
[EEV - T T e L

Koordinasi PPID Utama bersama Disdik
Jabar dan SMKN 1 Gunung Putri
mengenai Permohonan Informasi
(Zoom Meeting, 26 Maret 2025).

Jr.q
o Ao i e P Fpoaaraies W Dnae Stae 0 e S0
= --‘\--u----v L L S _——

el e e e D
(R S ST Lt ey e
o 1 b e

Rapat Persiapan Indeks Keterbukaan
Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025
(Kl Jabar, 25 April 2025).

Rapat bersama Kl Jabar terkait
Penyusunan SOP Pelayanan Informasi
Publik Provinsi Jawa Barat
(Diskominfo Jabar, 7 Juli 2025).

Strakom Publikasi Poe Ibu dan Aduan
Masyarakat

(Ruang Sawala Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat, 15 Oktober 2025).

Dokumen ini telah ditanga anganl ea elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Rapat Persiapan Tahapan Monev
Jabar 2025
(Kl Jabar, Kamis, 30 Oktober 2025).

Pembukaan Presentasi dan Wawancara
dalam tahapan kegiatan Monitoring

dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik Tahun 2025

(Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo
Provinsi Jawa Barat (Jabar Command
Center), 5 November 2025).

Benchmarking Diseminasi Informasi
melalui kanal Youtube Humas Jabar
dan Pimpinan

(Purwakarta, Selasa, 11 November
2025).

Koordinasi dengan Biro Umum dalam
rangka persiapan Visitasi Monev Komisi
Informasi Pusat

(Gedung Sate, Rabu, 26 November 2025).

Rapat bersama Tim JBI untuk persiapan
IKP Talks#14

(Zoom Meeting, Rabu, 10 Desember
2025).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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¢ Dokumentasi Mengadakan Workshop, Webinar,
Bimtek tentang Keterbukaan Informasi

—
o—a— Qe
= o) R W, T,
IKP Talks #4 dengan tema “Best Practice Bimtek PPID Provinsi Jawa Barat den-
PPID Jabar: Spill Sampai Habis dari gan Tema “Optimalisasi Peran PPID dalam
Perangkat Daerah hingga Kabupaten/Kota” Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”
(Via Zoom Meeting, 29 April 2025). HARIKE 1

(Via Zoom Meeting, 22 Mei 2025).

Bimtek PPID Provinsi Jawa Barat dengan

Tema “Optimalisasi Peran PPID dalam FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik” Tahun 2025 (27 Mei 2025)

HARI KE 2 (Zoom Meeting, 23 Mei 2025)

Diseminasi Penggunaan Template Menu IKP Talks #11 dengan tema: “Pelayanan

PPID di Jabar Site (Via Zoom Meeting, Informasi Ngga Bikin Kecewa, Untuk Jabar

17 Juli 2025). Istimewa” (Via Zoom Meeting, 22 Oktober
2025)

IKP Talks #14 dengan tema:

“Pelayanan Informasi Ramah Disabilitas
sesuai Perda No. 2 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas”

(Via Zoom Meeting, 11 Desember 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

m@emasukkan k rah Provinsi Jawa Barat, ata aks utan berikut
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¢ Dokumentasi Advokasi Perangkat Daerah dan Kab/Kota

Advokasi dan Koordinasi bersama Biro
Hukum (Biro Hukum Jabar, 27 Februari
2025).

Advokasi Bersama Biro Umum dan Biro
Hukum Provinsi Jawa Barat
(Diskominfo Jabar, 5 Mei 2025).

Advokasi draft SK PPID Pelaksana
bersama Dishub Provinsi Jawa Barat
(Diskominfo Jabar, 7 Mei 2025)

Advokasi bersama PPID Diskominfo
Jabar dalam persiapan menghadiri Demo
(Diskominfo Jabar, 14 Mei 2025)

Advokasi bersama Bakesbangpol Jabar
(Diskominfo Jabar, 6 Agustus 2025)

. VIS
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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¢ Dokumentasi Menjadi Narasumber

Menjadi Narasumber Peningkatan PPID Menjadi Narasumber Bimbingan Teknis
Kab. Ciamis (Kab. Ciamis, 12 Agustus Pengelolaan PPID di Kabupaten
2025). Bandung Barat

(Kab. Bandung, 14 Agustus 2025)

Narasumber Rapat Koordinasi membahas Menjadi Narasumber Studi
Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Komparasi Keterbukaan Informasi
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah
(PPID) dalam rangka Peningkatan Kualitas Provinsi Jawa Barat bersama BPIP

Keterbukaan Informasi Publik

Menjadi Narsum Sosialisasi PPID Menjadi Menjadi narasumber dalam
Kab. Majalengka “Penguatan Peran PPID Bimbingan Teknis PPID Kementerian
Dalam Keterbukaan Informasi Publik” Pekerjaan Umum melalui Biro

Komunikasi Publik Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

- masukﬂmpriragjggmﬁ% EJ‘%%V?' éﬁlrat :w)me,ngp}akssa égutan berikut 61
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Y Melaksanakan Pembinaan terkait PPID

Pembinaan PPID, SP4N Lapor!,
dan JSH 9 Biro Provinsi Jawa Barat
(Zoom Meeting, 17 Juni 2025)

Pembinaan PPID, SP4N Lapor!
dan JSH Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat

(Zoom Meeting, 29 Juli 2025)

Pembinaan PPID, SP4N Lapor!
dan JSH Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Barat

(Zoom Meeting, 30 Juli 2025)

Pembinaan PPID, SP4N Lapor! dan JSH
Dinkes Provinsi Jawa Barat
( Zoom Meeting, 6 Agustus 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

Kk likgsi N i s B.
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¢ Menerima Kunjungan kerja terkait PPID

Koordinasi dan Konsultasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor
terkait Transparansi Informasi tentang
Keterbukaan Informasi Perencanaan
Pembangunan Menjadi Dasar Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan Oleh
Pemerintah Daerah

(Diskominfo Jabar, 28 April 2025)

Menerima Kunjungan Kerja DPRD
Provinsi Kalimantan Utara (Konsultasi
dan Koordinasi Terkiat Raperda
Keterbukaan Informasi Publik)
(Diskominfo Jabar, 13 Maret 2025)

Kunjungan Kerja Kementerian Menerima Kunjungan Kerja DPRD
Koordinator Bidang Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah terkait
Manusia dan Kebudayaan Seleksi Anggota Komisi Informasi
(Kemenko PMK) Provinsi Sulawesi Tengah
(Diskominfo Jabar, 23 Juni 2025) (Diskominfo Jabar, 31 Juli 2025)

Menerima Kunjungan Kerja Tim Visitasi Monev Keterbukaan Informasi
Seleksi Calon Anggota Komisi Publik Tahun 2025 (Command Center,
Informasi Pemerintah Provinsi 27 November 2025)

Nusa Tenggara Barat
(Diskominfo Jabar, 27 Agustus 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Y Kunjungan Kerja PPID

Pendampingan Kunjungan Kerja
Kadiskominfo Provinsi Jawa Barat

ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
(Kl Jabar, 25 April 2025)

Kunjungan terkait Tata Kelola Komisi
Informasi di Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah

(Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi
Jawa Tengah, 4 Desember 2025)

Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola
Pelayanan Informasi Pada Pemerintah
Daerah

(Swiss-Belresort Dago Heritage
Bandung, 11 Juni 2025)

Pendampingan Audiensi Kl Jabar
bersama Gubernur Jabar
(Gedung Sate, 6 November 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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X Kepgub No. 369HK.02DISKOMINFO 2025

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimil (022) 2511505 Website:
hitps://diskominfo jabarprov.go.id email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 369/HK.02/DISKOMINFO
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik,
perlu didukung dengan adanya standar layanan informasi
publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur Jawa Barat
Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
Perangkat Daerah harus menyusun dan menetapkan Standar
Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubemur tentang Standar Operasional Prosedur Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;

Mengingat - 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 59523);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https:iisidebar jabarprov_go.idh/BSFCS521CED

D=~ 3
B5FCS521CED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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2. Permohonan Informasi Publik

“ SOP Permohonan Informasi Publik

DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

: IMPK.09.05DISKOMINFO

TANGGAL PEMBUATAN - 14 JANUARI 2026
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEXTIF :
T KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINS| JAWA BARAT selaku PEJABAT
DISAHIGAN OLEH PENGELOLA INFORMAS| DAN DOKUMENTAS! (PPID)
UTAMA
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : PERMOHONAN INFORMAS| PUBLIK

DASAR HUKLIM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
3. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informas: dan

1. Memililki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di
bidang kelerbukaan informas publk, standar pelayanan publik dan
pelayanan informasi publik

Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerntahan yang bak
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan
Pemernntahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Mampu berkoordinas: dengan pihak lain secara efektif dan efisien
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Infermasi Publik 5. Memiliki kemampuan kerfasama dalam im
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 lentang Transparansi, Partsipasi, dan 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
Akuntabditas dalam Penyelenggaraan Daerah 7. Berpenampslan rapi, santun, dan berwa melayam
T n T: 1
pmlah%‘am' Jmmm 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan
8. Keputusan Gubermnur Jawa Barat No. 067/Kep 225 Dekominia2021 Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Pengunuman Informasi Publik
2 S0P Keberatan Informasi Publik

3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kena
2. Term of Reference (TOR)

3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Intermet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN -

- Apabila SOP ini tidak dilab kan, maka pel

permokhionan
ilkan keberatan dan

peraturan perundang-ur dan 151

L

nhﬂmhdakakmheqﬁmdengm
pemohon informas:

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy)

Dokumian ind talah

sacars ehekinonik manggunakan sertfiliat slskironik yang dferbitkan oeh Balal Sertfikasi Elektronik (B5/E) Badan Siber dan Sandi Negara.

‘aandatangani
Dokumen digital yang asli dapat diparoieh dengan memindai OR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses.

tautan berkut hitps:isidebar jabarprov. go.idvBSFCS21CED
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Bid. Bid.
No. Uraian Kegiatan PPID/  |Pelayanan| Pengolah| PPID Waktu
Dask | Informasi | Data dan | pojagcany (Persyaratan/Kelengkapan Output Keterangan
Layanan dan Dok. | Klasifikasi
1 2 4 5 [ 7 g il
1_;;1 i [ seqifikasi  kelengk - Formulir Permohonan
memberikan nomar daftara { ) Informasi terisi lengkap - Penerimaan permohonan
berkas Permohonan Informasi Publik . Surat pernyataan akan informasi secara idak
membarikan laporan langsung (sural, fax,
yang ditandatangani di email, websile, aplikasi
atas materai apabila mobrle) diperiakukan
tujuan permohonan sama sepert surat masuk
informasi untuk ﬁa umumnya (lercatat
awasankontrol am agenda sural
m masuk pada masing-
C . masing unit/ bagian pada
[ Fotokopi identitas Pemngwt Daerah yang
pemahon & pengguna lugas
informasi publik, yaitu: engelola surat) sebelum
1) Indrvidu mawk ke PPID pelaksana
KTP/Surat - Formulir tersedia di
Keterangan Desk Layanan
Kependudukan
dar Dinas - TOR dikhususkan bagi
Kependudukan yangakan
dan Catatan Sipi | 15 ment | 5" mlsp“w“"’m“‘ unakan inforrmeasi
sal 1. Term of tuk peneltian dan/
Reference (TOR) s leebutuhan
bagi pem publisitas,
informasi yang - Laporan Pelaksanaan
akan Pengawasan/ Kentrol
melaksanakan Sosial diserahkan
peneditian, kepada PPID tempat
laporan permchonan informasa
pelaksanaan paling lambat 1 (satu)
pengawasanikontr bulan setelah jawaban
ol sosial uniuk informasi dibenkan,
pemohon apabila tidak terdapat
informiasi yang laporan yang
O memiliki tujuan diserahkan, maka
sebagal parmohonan informas:
pengawasankontr selanjutnya tidak dapat
ol SD'SIEJ dan diproses.
sejenisnya
2) Kelompok orang

D
BSFCSZICED
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Dokurmen ini telah ditanfalangani sechra alekironik
Dokumen digital yang ash dapat oipe

menggunaka
FOIEn Gengan meminaal ar

0GR, Memasukkan Kode pada Apiikasi N
iauian berkud hitps: fsidebar jabarprov. go dMWBSFCS21CED

batronik (BSeE) Badan Sibay

sartihal sledronik JFPARkgan oieh Bald Seriifkasi E
'emenniah Daerah Frovinsl Jawa t, &

dan Sandi Negara.
o mengakses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,

T
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“ SOP Permohonan Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku

Petugas. Bid. Bid.
. ) h| PPID
No. Uraian Kegiatan PPID/ ":{'BW:' Pengola PR e Wakiu Output Keterangan

Pelaksana
Layanan | dan Dok. i

penenma kuasa,
surat kuasa khusus
yang dibubuhi
materal cukup dan
identitas dan
pemberi kuasa,
Term of Reference

sosial untuk
pemahon informasi
yang memiliki tujuan
sebagai
pengawasankontrol
sosial dan
SEjensnya.

3) Badan Hukum:
KTP! Surat
Keterangan
Kependudukan
pengurus Badan
Hukum yang masih
akiif, Akta Pendirian
yang telah
mendapal

sahan dan
Einrrfnlumhan Ri
yang masih berlaku,
Surat Keterangan

Tokumen mi ielah diandalangani secara elekironk menggunakan serifikal clekironik yang Gierbikan leh Dala Serifkas Elekionk (B5rE) Badan Siber andi ]
Dokumen degital yang asi dapat diperolah dengan mamindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemarintah Daerah Provingi Jawa Baral, alau mengakses
tautan berikut hitps: isidebar jabarprov, go idivVBSFCS21CED

BSFCS21CED

Pelaksana Miitii Bakii

Petugas Bid. Bid.
No. Uralan Kegiatan PPIDI  |Pelayanan| Pengolah| PPID
- Desk | Informasi| Da1a dan | pejagenng |PersyarataniKelengkapan WL !

Layanan dan Dok, | Klasifikasi

Keterangan

7
(TOR) bagi
pemohon informasi
yang akan
melaksanakan

pengawasa
sosial untuk
pemohon informasi
yang memiliki tujuan
sebaga
pengawasankontrol
sosial dan
sejenisnya.

oo T Vo e elarga S SIeFEaT gk Se el ek b e e Helar Ser e e (ESE T Beden She =5
Dokumen digital yang asli dapat dipercleh dengan memindal QR Code, mamasukkan kode pada Aphkasl NDE Pemenntah Dasrah Provingl Jawa Barat, atau men-ﬂakm
i tautan berikut hitps Nsidebar jsbarprov go di/BSFC521CED

BEFCSZICED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
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“ SOP Permohonan Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
Petugas Bid. Bid
PRID
Mo, Uraian Kegiatan PPID yon m ] Woktu Output Keterangan
Layanan | 9an Dok. | Klasifikasi
T £] 3 0 3 & T [ B
Taporan
pelaksanaan
ol sosial untuk
pemohon
e g
ol sosial dan
Sepenisnya
2. |Menyershhan Tanda Buks Permohonan Jika permobonan dlakukan
:m Publh  kepada  Pemohon Berkas Tanda Bukl secara teak largsung,
permchanan 10 menit [y
lersgkap Inferrnas: Publik b -
Tertulis.
Berkas permobonan
Berhas besena
pemobonan Tanda
lerghap *
30 menit | Indornasi Publk
Tanda Bukii torsanpaikn kepada
Permahonan Informasi Bidang
Publik Informasi dan
Diraft Surat Jawaban |- Sural Pemberitabuan
tahuan Kelenghapan | dlampn Feemuir
Berkas Permohonan | Permohanan Informasi
Berkas Informas Sural | Surat Pemberitahuan
permchanan Pembaritahu-an Tertuks & Surat Kepulusan
lengkap m Tortulis/ Surat Penciakan Permohonan
Tanda Bukti disesuaikan dengan Perkl
Informasi Persmbangan/ Surat | No, 1 Tahun 2021
Pubik Keputusan Penclakan alasan & pro-
sadur
Usulan Kebacatan datam Surat
SARAYE ) pacan
tautan berut s fsidesar jabarproy G0 MIVBSFCS2CED
Peloksana Mutu Baki
Potugas | Bid. Bid. ok
Mo, Uraian Kegitan PRIDI yanan| Pengolah Waktu Output Keterangan
ayonan | 9an Dok, | Kiasifikasi
1 2 3 4 5 [] T [] []
Pambaritah urthk - Surat
demampakan kepada pemohon  batwa riingan page bkl pun
portenbanghan lebsh lanjut m,h 1x7 hari herja
uniul
membenkan informasi dan
disampaskan menjelang
batas akhe 10 hari kera
B Menandastangars Draft Sural Jawaban Sural Jawabar Surat Kegutusan Penclakan
Merwetuiui i - Li |+ Deat Surat Jawaban dandatangan Poemohanan
formasi | Usulan pangecuakan 2hari kerjal. Usulan pengecualian | Siserahkan langsung kepada
y | informasi Indotrrias yarg medahs Desk
dretiia
& mmmm.uamsumm
Kepada Pemehon nfoemant a”.'."“{,”m
Maryampadan usulan porgociabkan | Surs Jawaban
inkrmasi kepada PPID Liama untuk m&’um 1 hari Irlormans SOP Ui Konsokusns:
Shaloghan U Koatlassnsl Paall | Usulan porgocuakan 0%, Usulan pengecualian | Pasi diuat teepisah
informasi yang disetups informani
tersampaian kepada
PPID Ukama
7 mmmﬂ&:amm m '[s..w: Sural Jowaban Dralt Surat Pengantar
o s I__ — rat Pambaritahuan fan wilerma
informasi Jarg akan diberikan kepada 1 Tartulis) Ihart harja md—mumm;
| Daftar yang dimahy
8 |Menandatangand Surasl Pengamtar pem.
btian  informani arnya Deaft Surat Pengantar Sural Pengartar
kepada PPID pembarian infemasi pembenan informa:
1 hari kerjaf yang ditandatangan
Ej ri-boral st beserta data informasi
yarg 1) il
Dok Yoy Code, Agiikasi NDE Pemerntah Davah Provinsi Jawa Baral, stss mangsksss
Saustan Deekd 11t Unisebar jabarp o SWRSFCSIICED
BEFCA2ICED
Peighnans g P
pateprs
Fotgas (P | e Foe
L Ui Hagan '::: "'"'-'1':.": ’ - L [ [ S
P
1 L] E L] i 1 [] ] L] L]
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ke da e St il i Awb
g aly e ey g R ey [ e il ET YT i ey
B dala ricrram parg. agrvler ermohonan
| a::‘ ] ol koo |ubdd
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™ Ihy-u-l—ix-p-w-'-uu- (] (] [ —— Fervier ror
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mmh.uhwum g dm [ —
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Dokumen ini-tglxa? ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,
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¢ SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

3. Pengajuan Keberatan Informasi Publik

NOMOR STANDAR CPERASIONAL PROSEDUR : 372/PK_09.05DISKOMINFO
TANGGAL PEMBUATAN - 14 JANUARI 2025
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
© KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
owsrommsoures o L o
PROVINSI JAWA BARAT (PPID) UTAMA
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memuihb tentang p 1 perundang- undangan di bidang
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UL No. 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan
3. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ped: Pengelolaan Pelay Informasi informasi publik
dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
4. Peraturan Menten Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan
Pemenintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efekiif dan efisien
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomeor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Berpenampdan raps, santun, dan berjwa melayani
7. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemenintah Daerah Provinsi Jawa Barat
B Kapuiusan Gubernur Jm Barat No wrmammmmn Tahun 2021 luﬂa'q Pengelola
Layanan | dan Dx rah Provins: Jawa
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. S0P Pengumuman Informasi Publik 1. Lembaran Kera dan Rencana Kerja
. . 2 Term of Reference (TOR)
2. S0P Petayanan Permohonan Informasi Pubiik 3 Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Priner dan Scanner
3. S0P Fasiltasi Sengketa Informasi Publik 4. Janngan Intermnet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
= Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, mtapenmgmmpemyam Itebemlaﬂnddtakmheqdmm - Desimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (soffcopy)
dengan peraturan perundang-undangan dan berp imbulkan ketidakpuasan p informasi dan/
atau sengketa informas:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan semfikat elekironik yang diterdkan oleh Baiai Serifkasi Elekironik (BS/E) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai OR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinei Jawa Barat, stau mengakses
tautan berliut hitps-isidebar jabarprov.go dWBSFCS21CED

BEFCS2ICED
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Bid. Persyaratan/
Desk PPID Atasan Kelengkapan Waktu Output
Pelayanan Keterangan
Layanan info & Dok Pelaksana| PPID
1 2 3 4 5 -] i ] 9
1. |Menenma dan memvenfikasi kelengkapan | Formulir Pemyataan
berkas pernyataan keberatan ( ) Keberatan tensi lengkap
| . - Penerimaan pemyataan
Tanda %\;Rh |:I|=ua1'|::1 Kek secara idak
Informasi Publik langsung (surat, fax,
sebelu (Salinan email, website
Formulir Permohanan diperiakukan sama
Informasi, salinan seperti surat masuk pada
identitas Pemahaon umumnya (tercatat dalam
Informasi Publik dan 15 menit | Berkas Pamyataan agenda sural masuk
jawaban PPID pelaksana Keberatan Lengkap pada masing-masing unit/
sebelumnya jika ada) bagian pada Perangkal
Daerah yang tugas dan
- TORY surat Pemyataan fungsinya mengelola
Keberatan sural) sebelum masuk ke
| Surat Kuasa Pemnyataan PPID pelaksana.
Keberatan apabila - Formulr tersedia di Desk
keberatan dikuasakan L n
! - ayana
kepada pihak lain
2. Msnyeal:k:n Taﬁmmll:‘mpﬁy.:mn y Tanda Bukti Pernyataan
Kaberatan kepada on masi.
Berk Tanda Bukti Keberatan dapat berupa
as Permyataan 10 menit Permyataan salinan Formulir
Keberatan Lengkap Keberatan Pemyataan Keberatan
yang diisi Pemahon
Informasi.
3. | Mendok jkan dan n
laporan harian pemyataan keberatan dan I_—._'_
menyampaikan Berkas Pemyataan Berkas Permyataan
Keberatan Iiepada Bidang Pelayanan Keberatan lengkap
Informasi dan Dokumentasi. | Berkas Pemyataan beserta Tanda Bukti
‘eberatan lengkap Wmenit | Keberatan
I Tanda Bukti Pemyataan tersampaikan kepada
Keberatan Bidang Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi
Dokumen ini telah sacara g9 sertifikat yang dierbitkan oleh Balai Serbfikas Elekironik {(BSrE) Badan Siber dan Sand| Negara.
Dokumen digital yang asli dapat dengan QR Code, kode pada Aplikasi NDE Pemeriniah Daerah Provinei Jawa Barat, stau mengakses

BEFCB21CED
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tautan berikut hitps sidebar jabarprov.go iBSFCS21CED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

Jawa Bara,

-y



¢ SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

o
BEFCAZ1CED

tautan berikut hitps iisidebar jabarprov.go.idivBSFCSZ1CED

- T Palaksana Mutu Baku
o, raian Kegiatan =
Rid. Persyaratan/
Desk PPID Atasan Helengkal Waktu Dutput Keieran
Pelayanan| p,sisana|  PPID i g
Layanan | i & Dok
1 2 3 4 5 [ 7 B E
4 .N'Ienlmggapi keberatan  yang c|et:bel.lm O - Surat Pemberitahuan
berkas per wa dengan Kelengkapan Berkas
membuat  Surat  Pemberitahuan - Draft Surat dilampin Formuiir
Kele Berkas Pemyataan Pemberitahuan Pemyataan Keberatan
Keberatan, alau Membual Nota Dinas Berkas Pernyataan 2 hari keria | @iengkapan -Nota Dinas dilampiri
kepadpe a PPID Kp:hljtﬂna bahwaptardq;a.t Keberatan lengkap “a KemBeflﬂ berkas
myataan ratan dan 'emohon tan, atau Keberatan dan Surat
Informmasi. - Draft MotaDinas Keputusan Penolakan
Pemohonan sebelumnya
(jtka ada)
5 | Menandstangant @ o Surat - Draft Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahy- | Surat Pemberitahuan
Pe “’“'mn“”“'K m'mn“"g pan  Berkas E Kelengkapan Berkas | anKelengkapan Kelengkapan Berkas
iy . I I Pemyataan Keberatan, 4 hari kerja | Berkas dan Nota disampaikan langsung
Menandatangani Draft Nota Dinas untuk
disampaikan . kepada D atau Dinas yang kepada pemahen melalui
- Draft Nota Dinas ditandatangani Desk Layanan.
pelaksana
6. | Menenma Mota [wnas beserta Berkas Surat Tanggapan
Pemyataan Keberatan lengkap dan Atasan PPID
memberikan tanggapan pelaksana berisi
penguatan keputus- | Surat Tanggapan
an panclakan per- ditembuskan kepada
Ej :‘::n?'“;;:‘z fnan mohonan atau Sekretans Daerah selaku
hemp",am 12 hari kerja| penntah kepada Atasan PPID Utama, serta
Keberatan ¥ Ketua PPID Kepal-a Dinas Komunikasi
pelaksana untuk dan Informatika selaku
menyusun dan PPID Utama.
memberikan
informasi kepada
pemohon
7. +Mendisposisikan penya‘npmm Surat
Iepd apmpenzl‘aar? permoh: atan Surat T. Atasan
usan an onan [ | urat Tanggapan - N
Mendisposisikan perintah penyusunan dan — PPID pelaksana Zharikeqa| Lembar Disposisi
pembenan Informasi
8. | Menyampaikan Sural Tanggapan yang .
bersi penguatan keputusan penolakan l:;‘: ;m yang
permohonan kepada Pemohon Informasi Lembar Disposisi 8 hari kerja kepada P
melalui Desk Layanan In iemohun
Menyusun berkas informasi yang dimoh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan serifikal elekirondk yang diterbitikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai OR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

N Usalan Konla Pelaksana Mutu Baku
o, raian Kegiatan Bid Persyaratan/
Desk ! PPID Atasan Kelengka Waktu Output
Pelayanan ngkapan Keterangan
Layanan \nfo & Dok Pelaksana| PPID
1 2 3 4 5 ] 7 8 ]
g |Mengarsip seluruh  Berkas  Pemyataan |
Keberatan beserta Surat Tanggapan Atasan ggrlg ;;r:gapan Atasan
PPID pelaksana dan mencatatnya dalam K 2 hari keri Arsip Pernyataan
Register Keberatan (manual dan digital). -D:ata_ln[mma yang akan kerja Keberatan
diberkan kepada Pemaohon
Informas:
10. | Menyerahkan Sural Tanggapan yang banm
penguatan keputusan f - Sural Tanggapan Atasan iul;:.;:’%apan
an atau Surat Tanggapan yang PPID pelak
mengabulkan  keberatan beserta Data pelaksana pelaksana dan Data
Informasi dimaksud B-"" - Data Informasi akan 30 menit | Informasi
diberikan heﬁJRMm tersampaikan
Informasa I Pemohon
INGrmas)

BSFCS21CED

aeen

Reandatangani secar slakiranik chah;
KEFALA DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA,

Dr. KA MARDHAH., M. SI.
Pmibira Ui Muda

taiitan beviloul hitps Vasdebar jabarpiov go. vBSFCS21CED

Dokurmen ind telah ditandatangani secara slektronik menggunakan sertfikat slektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elsktronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoieh dengan memindai QR Code, memasukikan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jowa Baral, atau mengakses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,

- masukwi 5\;&%@0}&/% EJ"%V?’ é?rat utéme’%% 58 égutan berikut 71
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¢ SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

4F dan F Daftar Publik (DIP)

NOMOR PROSEDUR - ITIPK

TANGGAL PEMBUATAN - 14 JANUARI 2025

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF
" KEPALA DINAS KOMUNBCAS] DAN INFORMATIA |
PROVINS! JAWA BARAT selakis  PEIABAT

DISAHKAN OLER PENGELDLA INFORMAS DAN DOKUMENTASI
(PPID) UTAMA

NAMA STANDAR DPERASIONAL PROSEDUR e o o TAKHIRAN DRFTAR

DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA ©

T o 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informas Pubih T Memiiki pengetahuan lentang peraiuran pensdang- undangan o bidang

2 PPNo. 61 Tahun 2010 tentang Peisksanaan UL No. 14 Tahun 2008 keterbuiaan inform:asi publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negesi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedonman Pengelolaan Pelayanan Informas 2 yang baik

d : Daerah 3 i dengan baik, secara
4. Poraturan Mentori Komunidcssi dan Informatka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Urusan 4 d ik kain woktif dan ofisien

i Konkuren Bidang i dan Informatic 5 Memiliki kemampuan kerasama datam tim
5 Peraturan Komisi informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan informas: Publi & kommputer deng;
6 Peratran Deersh Provins Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparans:, Parspasi, dan
it Perningor Dasesh

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan

Pemerintah Daerah Provins Jawa Barat
B Kepuusan Guberur Jawa Barat No. D67/Wep225-Diskominto2021 Tahun 2021 tentang Pengeloia

Layanan Informasi ¥ Daerah Provinsi Jawa Barat

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGHAPAN

T 507 Tformas: Publk T Lembaran dan Rencana

2 sop Informas: Pubik z fmdn-mmnnm e

i s aksf 3 Alat Tuls Kantor, Peranghat Komputer, Printer dan Scanner

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN -

- Apaila S0P wu bdak dilaksanakan, maka Daftar Informas Publik (D) bdak akan lersusun sesua dengan benhuk catak

peraturan penundang-undangan dan berpolensi menmbulkan kebdakpuasan pemohon miormas: dan/ atau o o o

keberatan informas.

Ry R —————————rs
Bidang
o, Liralen Kaiatan Datadan | ppiD PFPID ap:;‘ Persyaratan! Wakiy Output Heterangan
‘olaksana Kedangkapan
pada PPID
pelaksana

1 2 3 4 5 & 7 ] ]

1 informas dan Informnasi yang
yang berkuaitas, bak yang diproduks send, dikumpulkan melput
Iain; benupa arsip statis maupun dinamis, arsp Formule Daftar 3hadi Mnﬂmlwm ‘:Wmh‘m‘
aktif maupun inaksl dan arsp wvital yang Infoemas Publik WMEPDF -
dikuasai informasi {cetak! digital)

‘s6rta ratensi arsp
informass

2. |Mengklasicesi dan mengidertifikasi Draft DIP Klasifikasi DIP yadu
berdasarkan mesrbual Daftar |_i_| -Draft DIP PO yang | infamasi Berkala
Informasi yang Dikecualian (DK} dan me- — Drafl DIP PD 3 huari keeja | terblasifikasi [BK), Serta Merta
laporkannya kepada PPI - Draft DIK 1, dan Setiap

Saal (S5).

3. [Mengetahus dan menmyetups Draft DIF yang Draft DIF PO
telah dklasificasi beserta Deaft DK unhsic vang terklasifikasi 1 hari kegja | CYaft akhir D4 dan DIK
divsulkan dan diserahkan kepada PPID =R pD

Diraft DIK

4 ng-dkan Oraft DIP dan D8 kepada Draft DIP dan DIK

PPID Lhama. rahkan dalam
Draft akhir DIF dan DIK < eria | Dt akhir DI dan DIK
E%l % i O ™ (b cak e

5 dan IJ__I' - Surat Penatapan DI

infomasi  Fublk  (DIF} sementara DK Draftskhir DIP dan DIK | i ~ | S0P Uji Konseluens:
- Lamgiran DIP Provinsi | aktif
u Provingi Jawa Barat e el duzllwwi!
6 |Melaporkan hasi penetapan Daftar Informasi - Nota Dinas L
Publik kepada Atasan PPID. _ﬁ Sural Penetapan DIF wm? ? ;:;mumke
I Largicn OO Provies 1han Kerd |, | armgsan IP Provinsi | dalarm DI, dapat.
o Barat Jawa Barat ditotapkan melalui SK.
Dokusen i i i iber dan Sand Hepars
Code, hode Jawa Bacat,
B Meustan berios btps isalebas jbarpioy o sSMESFCSTICED
BEFCSIICED
Palaksana
Bidang
No. Uralan Koglsten pndon | er0 | pem "::; Porsyaratan! Wakiu Outpt Katorangan
Infodimasi L
pada PPID
pelaksana

' 2 3 4 5 ] T [} 0

7. |Menerima laporan hasi penelapan Dafar
Informani Publik dan memerintahkan PPID Oiapouisl ik
Utama  unhik serta  men- e Lapden - SO
distrbusikan salinannya sahiruh PPID | e thaibage | Tromaerbukan

Provansi Jawa Barat - DIP Provinsi Jawa
| Barat
[
(hardcopy) dan digdal (softcopy) dengan tata - DvsposisiSurat
cara . me- Perrtah
Arsip D8P Prov, Jabar
ngumumkan  DIP  melals  websilesarana - DO Prov. Jabar
% " H o 1 harikaga |" Konten DIP di websse
Parangiat komputer
dan Eaningan inbermst
G |Menenma dan salnan DIP yang
m\lmﬁﬁdw‘:‘:ﬁmmw D_IJ - Arsip DIP Prov. Jabar Arsip DI Prov. Jabar
dikelola cleh Par, - Al ks harfor Korten DIF di website
mm masing-maseg Peranghat I Tharker | o sarana informasi
dan anngan inbermot

[Handatangant
KEPALA DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH., M.S(
Pembina Liama Muda

wiekironik yang dierbdian cieh Eiekironik (%) Dadan Siber dan Sandi Negars.
Jawa Barat.

Code,
Avton barkl s Vastebar jabar i G KPP C AT TCED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

LaporB AT ISR PRAIR 15 o0z - M | Jawa Barajratae-monoglaerguigrboriut—)




“ SOP Pendokumentasian Informasi Publik

5. Pendokumentasian Informasi Publik

MNOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - AT4PK_09.05/DISKOMINFO

TANGGAL PEMBUATAN : 14 JANUARI 2025

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF :

: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DISAHKAN OLEH PROVINSI  JAWA BARAT  selaku PEJABAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PP%NEG'ELTOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTASI
{PPID) UTAMA

PROVINSI JAWA BARAT

: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

MAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memiliki p huan tentang p perundang- undangan di bidang
2, PP Mo. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UL No. 14 Tahun 2008 keterbukaan lnfmﬂaa publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 3 Tahun 2017 tentang Pedaman Pengelolaan Pelayanan Informasi 2 Menguasai pangetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negen dan Pemesintahan Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan
4. Peraturan Menteri Komunskasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien
Pemenntahan Konkuren Bidang Kormunikasi dan Informatika 5. Memiliki kemampuan kenjasama datam tim
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baral Nomer 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Parfisipasi, dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Gubermnur Jawa Barat Momor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
8 Keput'usarl Gubemur Jawa Barat No. DE?Mep 225-Diskominfo/2021 Tahun 2021 tentang Pengelola
Layanan | i dan Dok i di Li Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. S0P Pengumuman Informasi Publik 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. SOP Permintaan Informasi Publik 2. Term of Reference (TOR)
3. S0P Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIF) 3 Alat Tulis Kantor, Perangkat Kemputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Intemet

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi publik tdak dapat dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan berp menimbulkan kp an pemohon informasi danf
atau keberatan informasi

- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital {softcopy)

Dokumen ini talah secara yang oleh Balai Senifikasi Elekironik (B5rE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokurmen digital yang asli dapat diperobeh dengan memlnuu QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE P'mmmlnrl Dasrah Provinsi Jawa Barat. atau mengakses
tautan berikut hitps:Vsidebar jabarprov. go idWBSFC521CE

Pelaksana Mutu Baku
Bidang
Pengolahan
Data dan Tim
oL Lol 2o Klasifikasi | 1 o DPID | pertimban|  Persyaratand Waktu Output Keterangan
Informasi | ma | gan —
pada PPID
pelaksana
1 2 3 4 5 3 7 8 o
1. |Mengumpulkan informas: dan dokumentas:
vang berdasarkan usulan dari PPID Pe_lal:- Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik
m ppllca:ﬁaaahpdin meny. ammaamn (DIP) danfatau Daftar (DIP) danfatau Daftar
ma Provinat Jawa ( } Infomasi yang 1 harikerja |Infomasi yang
D.bgmnapa ln;l;fzr_lnfomn;k Pug!: tmdzaﬂ::n Dikecualikan (DIK) yang K Dikecualkan (DIK)
r si yang Dikecualikan u telah ditet telah ditetapkan.
{DIK} yang telah ditetapkan. etapkan. yana phan
2 |Memenksa Daltar Informasi PubBK ( o [Surat pengantar
;a!wng I?‘:F:‘r Infomasi ya;:;alrmalllm (DIK) y lpenyimpanan dan
Antara PPID Pelaksana Pacangkat Daerah dan lj - "l—‘—] Dﬁﬂ?’d';f"'m' e pendokumentasian yang
FPID Utama Provinsi Jawa Barat dan me- infomasi yang 1 hari kerja Milampiri Daftar Informasi
nyampaikan surat pengantar  pemuimpanan IDikecualikan (DIK) yang Publik (D1P) dan/atau
:an pe?dolgér:;nmm informasi  tersebut helah ditetapkan. IDaftar Infomasi yang
epada Tim imbangan IDikecualikan (DIK) yang
iedah ¢
Memenntahkan petugas PPID  untuk  me- (Draft Nota Dinas dan Nota Dinas dan Surat  Nota Dinas dan Surat
nyimpan dan mendokumentasikan Daftar D_': Surat kepada petugas. Itepadapelu-gas PPRID  disampaikan ki
Informasi Publik (DIP) dan/atau Daftar In- PPID untuk memyim) 1 hari kerja | untuk menyimpan dan  seluruh Petugas PPID di
fomasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah dan mendokumentasika mendok ikan PPID Pelaksana seluruh
ditetapkan. informasi. Perangkat Daerah. |
Petugas PPID meng h informas:  Daftar Pengumuman Daftar
Informasi  Publik %:%: dan/atau  Daftar Inlurmaal Publik (DIP)
Infomasi yang Dlhamalikm (DIK) yang telah . danfatau Daftar
ditetapkan ke website PPID Perangkat Dfter Informeni Pubiic Infomasi yang :
Daerah d Hiler (DIP) danfatau Daftar i : Dapat diakses oleh
an PPID Utama Provinsi Jawa Infi iyang 1 hari kerja Dikecualikan {DIK) inf .
Barat. Dilsecu_a]ikan (DIK) yang rlI:hh ditetapkan di publik
telah diletapkan. Perangkat Daerah dan
PPID Utama Provinsi
Jawa Barat

BAFCA21CED

tautan beriout hitps:iisidebar jabarpooy. go. idivBSFCS21CED

Dokumen ini talah ditandatangani secara slekironik manggunakan sertifikal alekironik yang diterbitkan oleh Balai Sartfikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Megara.
[Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pads Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jowa Barat, atau mengakses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,

- masukﬂma&)wh Pgﬁ%ﬁgéﬁrat utéme’%% saégutan berikut 73
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 SOP Maklumat Pelayanan

6. Maklumat Pelayanan

NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : 3TSIPE 09 0SDISKOMINFO
TANGGAL PEMBUATAN : 14 JANUARI 2025
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

~REPALA DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIRA

DISAHKAN OLEH PROVINSI JAWA BARAT selaku PEJABAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ?fn"gfmmm INFORMAS! DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAWA BARAT
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - MAKLUMAT PELAYANAN
DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA -

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publk 1. Memilki 0 tentang peraturan perundang-undangan di
2. PPNo.61 TﬂunZD]ﬂErhlgPemUUND 14 Tahun 2008 mlmﬁ informasi publik
3. Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomaor 3 Tahun 2017 tentang Ped: Pengelolaan Pel Infiarmasi 2 i pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik
dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan
4. Peraturan Menten Komunikas: dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien
Pemenntahan Konkuren Bs Komunikasi dan Informatika 5 M E"'l'kannmm' it dalam tim
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informsasi Publik 6. Mampu mengoperasikcan perangkat komputer dengan bask
6. PetaﬂanDaerﬁPrmea«aBﬂNm‘nrﬂTammﬁ tentang Transparansi, Parfisipasi, dan
Pemenntah Dasrah
T Pamm&henulmBﬂNwSBTahniﬂiergSh\darPdayammdw
Pemenntah Daerah Provine Jawa Barat
8. Keputusan Gubemur Jawa Barat No. DG?MepRBMWﬂm1 Tahun 2021 tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dok i di Lingk Pemeni Daerah Provinsi Jawa Barat
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Pengumuman Informasi Publik 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kafja
2. SOP Permuntaan informasi Publik 2. Term of Reference (TOR)
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) 3. Alat Tults Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Janngan Intemnet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Ammsopummummmmmmwmmmmm peraturan - Diisimpan dalam bentuk cetak (Fardcopy) dan digital (softcopy)
P W wjan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon informasi dan' atau keberatan

Dokumen ini telah sacara an sertifikat olsh Balal Eiekironik (S5rE) Badan Siber dan Sandi Negara.
mﬁmummmmwmmwnnm MWMWWPMDWM&MM atau mengakses
1] tautan berikut hitps.lisidebar jabarprov.go idBSFCS21CED
BSFCS21CED
Pelaksana Muiu Baku
Bidang
No. Uraian Keglatan Dutadon | ppy | gy | T Keterangen
Klasifikasi | o Pertimban| Lol "' Waktu Output
Informasi LS gan
pada PPID
T pelaksana
i z L!_ ] 4 [ 7 ] ]
| [Mambuat draft Maklumal Pelayanan Informas: Oraft Makiumat
dar masing-masing PPID Pelaksana Per AT
kat Daerah dan  mengusulkannya ln:l'i?; D_D Pelayanan 1 hari kesja | Draft Maklumat Pelayanan Informasi
PPID Wtama Provinsi Jawa Barat Informasi
2 'ﬁ!mrll._u drafl  Maklumat  Pelayanan ra Maklumat
Informasi dan memberikan rekomendasi per- balayanan 1 hari ki Surat rekomendasi ijuan draft
setujuan kepada Tim Pertimbangan. D‘"{ ] [ yana R0 pMaklumat Pelayanan PPI
3 |Menyetyyu drat Maklumat Pelayanan dan
memenntahkan petugas PPID untuk meng-
umumkan  Maklumat  Pelayanan  Informasi Mota Dinas dan
melalui : [Surat disampaikan
[ + Maklumat Nota Dinas dan Surat kepada kepada seluruh
- Papan pangumuman Pelayanan 1 hari kerja | petugas PPID untuk mengumumkan  Petugas PPID di
- laman resmi (wabsite) PPID dan/atau Badan informasi maklumat Pelayanan Informasi, PPID Pelaksana
Publik peluruh Perangkat
- Madia Sosial PPID dan/atau Badan Publik Daarah.
- Portal Satu Data Indenesia; dan/atau
- Aphkasi berbasis teknologi informas:
4. [Petugas PPID  mengumumkan  Maklumat
Pelayanan Informasi melalui ; |m' gmmwmli’dmmn
- Papan pengumuman
- Papan pengumuman
I Maklumat - laman resmi (wabsite) PPID dan/ Dapat diakses
laman resmi (webste) PPID dan/atau Badan (! Pelayanan 1 hari kerja | atau Badan Publik oloh pemohon
| Modia Sesial PPID danfatau Badan Publik Informasi m: Sosial PPID dan/atau Badan m!omw publik
- Partal Satu Data Indenesia; dan/atau
' -Portal Satu Data Indonesia; dan/ atau
- Aplikasi berbasis teknologi informas - Aplikasi b:m“”k olog inlom:w
Dekumen ini telah secara aa 1 sertifikal elekironik yang cleh Balal Sertifkasi E| (BSeE) Badan Siter dan Sandi Negara.
Dokuman digital yang anl dapat dengarn QR Code, kode pada Apiikasl NDE Pemerintah Dasrah Provinal Jowa Baral, slau mengakses
tautan berikul hilps Veidebar jabarproy.go JBSFCS21CED

BEFCAICED

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

Lapor B TSNS RrEEAR ) 0o ey | Jawa Barel alew menogiasiauian boriv |
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¢ SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Aktif

T.F Publik Secara Aktif|
NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : ITGPH.09. D5 TISKOMINFO
TANGGAL PEMBUATAN © 14 JANUARS 2006
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

© KEPALA [INAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATINA
EH PROVINSI  JAWA BARAT sebku PEJBAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!
(PPID) UTAMA
B NGLJIAN KDMNSEL 1 INFORMAS! PUBLIK
NAMA STANDAR CPERASIONAL PROSEDUR A A THSERUENS
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
4 Tahun = T Mema Wrkang peraluran perandang. undangan o
3 Wunatrmznm g Pefaksanaan UL No. 14 mmm
Poraturan Menter mmnmmwmmw@m H : yang
mmmmmmnmm«m Unssan 1 & ; aloktifdan ofis
gmwwmw B

- 1 Tabun 2021 Lay i
Pommmm?mmmsnimn'mmmnmrmmmm
Paraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 fentang Standar Pelayanan Pubiik i Lingkungan

Pomenntah Daersh Provesi Jawa Barat
m-wmanm 067 1Kep 225-Diskornnto 2021 Tahun 2021 tentang Pengelcla
i Linghungan Provines Jinwa Baral

BN AR A PR

Layanan Informasi
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1T50P ] 1. Lembaran Ki <

2 Term of Reforence (TOR)
3 Adat Tudes Kantor, Peranghat Keenputer, Prner dan Scanner
4. Jarngan Intermet

FERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Apatda S0P ini  maka Daftar D ‘akan ~ Disampan i "

Siber dan
et berat (110 satenar jabarp o WBSFCI21CED .
Polaksana Must ok
Mo, Uraian Keglatan L Tim | Atssan | Porsyarstas! Wakiu Ot —
Pelaksan| Utsema | Pertimbangan | PPID Wolvwagin
1 F] 3 [] 3 [ T [] §
Wlengusgulian, mengiay e dan
¥ mengusulian daftar miomasi yang akan Formule dafar (PPT—— Usulam demaksud hans
docualian kapada PPID C informasi yang akan (3 e et ¥ | o\xiah chsetan cleh PRID
peolakaana
7 | Wielaporkan usdan st
hepacta Alasan PPID dan mempersaphan Dvah Daha
Surat Undangan unkik mengadakan Uy Kor- KN iokeomani yarg
= | dkcuabian 1 henkenm rp
Undangan Ly
KN
3 | Wenandatangan Sural Undangan Peakes-
naan Uy Dvah Diafhar indormasi
b (D) Deah Surat 1 hari karjal Konsekusrm yang
Unddangan Uy el dtandstangans
& |Wakikan Uy Fonsshoen dan_ mene Tia orapa s
borkan atas sebaruh edonmas Dvah DB beserta hasd | yang dayatakan tertuka,
yang heciabha dalem I “ i,
Draf DK dan menyershkan hasl per C ] [ h etaphan sbagas
tebangan lersebut kepada Alasan PPD. L] inkcemasi dakam DIK | informass pub dan besa
- !
T [Wenena Tail pimbangan dan me
nntatkan PPID URams urkl merstaphan Drah DK boserta rsd Suat Perntah (SP)
Dafar informasi yang Dikscuslikan atan Lorvbar
) mennG saan 1 hari el
| infor s daaem DIK Daftar nformas: yang
6 |Menstapkan  Daftw  Wlomas:  yang . Surat Pantah (57) Surat Panetagan
Discusiian (DIK) melaks Surat Penstapan —I o Lombar Sural Porstapan | deminiskan kigida
| kol D310 ko yang | Gubemr. Wk Gusernr,
B i st Jlsrps bk DIC | Ao ol
Hasd purtetuangan .
m rang , IUE Pamerviat Desrah Provne: sews Barst sleu mengatses
syl —————
sercancen
aksana Mty Bk
Mo, Uraian Kegiatan PRI Tim Atnsan Ferwyarsian Wkt Outpus Naterangan
Pelsksans Portimbangan| ppip | Melenghapan
[

7 |Mengarsphan dan mengamarkan Swrat
Dufar  Wndomas  yang [ e— Arvp Surat
DMiocualian beserta barkas DIK Daftar Infomasi yang "'“""‘MD""

Informasi yang 1 e hesjal et

{
|
§
0o s,
]
i
f
4]
i

Daha  Ioformasi  yang Sabnn arsg Sural Arsip Sural
= e arsg Pauqm
D. Informasi yang 1 e hsstya{
Drbscualian berkas D8 pada PPID
berkas DIK

B

[ T =

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dlperoleh dengan memindai QR Code,

- masukw%:ﬁgggzﬁl%% ’E\%"Iﬁ' arat, aﬁa%me,n 58 égutan berikut 75

6ACE1 7BGBC



¢ SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif

8. Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Secara Pasif

NOMOR STANDAR OPERASIONAL

i - TTIPH 09 OSDISKOMINF O
TANGGAL PEMBUATAN © 14 JANUARI 2006
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

KEPALA DINAS KOMUNIKAS] DN INFORMATIKA PROVINSS
JAWA BARAT selaku PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN
DOKUMENTAS! [PPID) UTAMA

MAMA STANDAR OPERASIONAL PEOSEDUE w KONSEKUENS! INFORMASI PUBLIK SECARA

DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA
‘Undang-Undang No_ 14 Tahun Informas 1 Memdii tontang poraturan perundang- undangan di
PP No._ 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UL No. 14 Tahun 2008 butang ketertubaan niormas pubiit
Peraturan Merberi Diatam Negers Nomer 3 Tahun 2017 tertang eiataan ko | |2 yang baik
Parahwan Merter: Komunikas dan Inkematiia Momar 4 Tabun 2024 tentang Unasan i
5 Mool henarpusn befaeame dalem o

1 Tahun. Mampu mengopsrasian petanghal kompule dergan bak
wmmmmmnhmﬂmlm.mm

Peraturan Gubsmr Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2019 fentang Standar Petayanan Pubiik di Linglungan
Pemenntah Daerah Provine: Jawa Bara
:(mm Cutwrras Jaws Barst No mmuﬂmlmi tortang Pergelols

METERKAITAN - PERALATAN! PERLENGRAPAN
[T S0P Pelayaran Troreraas Pk

2 Term of Reference (TOR)
3 Alat Tults Kantor, Perangkat Kemputer, Prinkor dan Scamer
4 Janngan Intseret

PERMNGATAN © PENCATATAN DAN PENDATAAN.

Apabda S0P i tdak dilaksanskan, maka miormas yang desuban untuk diocusiion bdak akan

[

Pulaksana Mutu B
Mo, Uraian Kegistan poin | ppip | Adsan | Tim Persynratan
PPID | Pertim. Wkt Output Heterangan
peloksansl Utsma | Utama | bangan | "SRR

T 3 3 ) T 3 7 ] ]

1 pengecuakan atas inkarmasi
yang dimochon cleh peechon nfomas kepada D' an Inforasi

Utama. - Draft Serat berkas
Usutan ke s
goo. 1 nari kerja |5 2 PPID
i o sanan "
T akan dipezibhor

2 |Meliporkan i pengecushen inkemas
kepada FPID Utama dan mempersiaphan - Borkans Usdan
Swratl Undangan untk  mengadakan Uy Beorkas Usulan
Konsehuensi. Pangecusian 1 buae hesja

_l Up Kansekusers
3. |Menandatangaei Sural Undangan U Konse- - Barkas Usdan

Pengeculan St

Uneangan Ug

Inkorm 1 hari hesja | Karmahusnst yang

Deat Surat tniah diandatangani
- Urstangan U
Konuskerns

Melakkan Konsekuerss dan membenkan .

‘ o atas  usuan  pengecualan “ﬂ"aﬂm'ﬁ"wﬂ'_
irloreras dan merorahkan hasing kepada Berkas Usulan e’ -
Asaian FPID Pengeculian Tharihe | P e latn | s s s,

] |Memasi dikeciabhan rikan kepada pemohon
informasi sesus prosedur

& |Menenma hasd dan meme-
pengecualian informansi Hasdl parkmbangan At Lombar ]

yang meseiatasan | 4y | goak
m-_ diecuakian i
yars; i Ao e
‘Sawtan berlut D Bebar BTV 00 A
Pulsknana st P

Mo Uraian Kegistan 0 | poip | Muen | T Persyarssan!

PPD | Pertim. Wk Dutpusn Katerangan
jpetaksanal Utama | tmma | bangan | "I

1 i 1 4 i L1 I [ i ]

6 |Menstaphan pergecaskan nlomasi melshs jJ . P
T T_‘. i

(- Degnes
- Harsd prrbmiburgean
- Drah
uman
Informas

7 |Mengarsighan dan menyampakan sabnan

Sural Penetapan Pengecusian  Infoemas
Indorman
lamgaran berkas.
inborman

8 |Menewma dan mengarsiphan Sabnan Surat Sabnan Arp Surat

Porgecuskan informiasi beserta Punetapan
berkans sformasi yang demaksud
;-—‘ It besrta
A (Menyiaghan SG":!. Nn*:: Drat Sural
dampatan kepada Pemohon nformas Panckakan
Parmaohenan
0 |Menyampakan Sural Kegputusan Penolakan
10| Pamabenan kapada Pamahon iomas (5 s ot
Pormohoran yang
e r—

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,

Lopo TSRS A5 o maiegy =~ > peegiesete




¢ SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

9. Fasilitasi Sengketa Informasi|

NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - 3TRPK.09.05DISKOMINFO
TANGGAL PEMBUATAN - 14 JANUARI 2026
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF .
- KEPALA DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DISAHKAN OLEH PROVINS| JAWA BARAT selaku PEJABAT

PROVINSI JAWA BARAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) UTAMA
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : FASILITAS| SENGKETA INFORMASI
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA -
1. ing-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 1. Memiliki p huan tentang p d: dangan di
2 PPNa 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UL No. 14 Tahun 2008 bidang inf i publik, standar pel publk dan
3. Peraturan Menteri Dalam NanaaTalmnzm?lelmgPedmnPumedmmlmdan infiormasi publik
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemesintahan Daerah 2 psngcuhm tentang tata kelola pemerintahan yang
4 P«uummmmmam|mmwahmeuxumwwuwnuum
P h Bidang 3 Merg\mapmgelahm i bidang hulkum dan HAM
5 Pe'aluanl(mulmunwﬂu |Tahul2021le’lang Layanan Informasi Publik 4 Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisanmaupun tulisan
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Parfisipasi, dan 5 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara efekiif dan efisien
dalam Daerah 6 Memililki kemampuan kerjasama m
7 Pawmmnummmsswmww:mqwmmwiauvmn 7. Mampu meng i ) dengan baik
Pemerintah Diaerah Provinsi Ja
8. Keplm.lsml:ibenlr.lml?ﬂmlb EB?ﬂ(epHS-DtsltamthDZI Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan
Informasi dan D dil Daerah Provinsi Jawa Barat
KETERKAITAN : PERALATAN! PERLENGKAPAN
[ 1. SOF Permintaan Informasi Publik 1. Lembaran Kera dan Rencana Kena
2. S0P Pengajuan Keberatan Informasi Publik 2. Term of Reference (TOR)
3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet
PENCATATAN DAN PENDATAAN -
- Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (soffcopy)

Dokumen ini telah di secara elektronik sertifikat elekironik yang diterbitian cleh Balai Sertifikasi Edektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digtal yang ash dapat dipercieh dengan memindai OR Code, memasuldan kode pada Apkikasi NDE Pemerntah Dasrah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
i tautan benkut hitps:isidebar jabarprov. go idB5FCS21CED
BSFCSI1CED
Pelaksana Mutu Baku
No. Uralan Keg o
kimng Atasan
° PPID | Fasilitasi PPID Persyaratan/ Wakiu Output
1 ] 3 4 {3 7 8 ]
1. [Menerma pemberitahuan/surat  panggilan
g d‘:dawK:“m o i don - okl sursd 1 hari herja| Disposisi fasiitasi sengketa
mendisposisikannya kepada Bc:lang Fasilitasi pembaritahuan Wormas
Sengketa di PPID Pal:hann
2 |Membuat draft Surat Kuasa Fasilitasi Sengl ! Disposisi fasilitasi o | Draft Surat Kuasa Fasiitasi
Informasi L | sengketa inormasi 1 han kerjal sengketa Informasi
3. Mcnamungam Sural Ku;ua Fasilitasi Draft Surat Kuasa iBinai
e i, Fasiltasi Sengheta 1 hari kerjal Sural tua:';alll_al
kepada Bidang Fasiitasi Sengketa el Informasi Senghuta inforrasi

4. |Menerima Sural Kuasa dan  berkoordinasi

Diokumen hukum yang
dengan Bidang Penyelesaian Sengketa pada | *— Surat Kuasa Fasditasi A
PPID Utama yatu Kepala Biro Hukum dan I Sengketa Informasi 3 hari kerja beﬂal ::‘ni Infi
HAM.
5 mtulll proses m mﬁntlm‘d - Surat Kuasa Fasilitasi
isi Informasi Provinsi secara nutin Sengheta Informasi
mambarikan laporan kepada PPID Pelaksana. Dal-l': Laporan Proses Laporan ditembuskan
Dokumen hukum wglﬁ 100 | Penyelesaian Sengketa kepada PPID Pelaksana
!éﬂﬂﬂ barkaitan aan | hari kea Informasi dan PPID Utama,
Infarmasi
6. | Menyelesakan sengketa informasi baik secara Laporan Proses Dalam
mediasi maupun adyudikasi hingga deékeluarkan Penyelasaian jangka Surall dokumen putusan
. . . wakiu 100 | Komisi Informasi
keputusan dan Komisi Informasi Provirsi. Sengheta Informasi har ke
7. |Melaporkan hasil Komisi Informasi Surat! dokume Laporan ditembuskan
Provinei kopada PPID pelaksana [ ‘ ] putssan Komisi | Laporan Akhir diampici | kepada Atasan PPID
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